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BUPATI REJANG LEBONG 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR 3 TAHUN 2019 

TiJ;NTANG 

Pf!:DOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 
KABUPATEN REJANG LEBONG 

DENGAN RAJIMATTU:HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI RE.JANG LEBONG, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasnl 78 ayal (3) 
Peraturan Menteri Oalarn Negeri Nomor 20 Talmn 2018 
temang Pengelolaan Keuangan Dcsa, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Rejang Lcbong centang Pengclolaan 
Keuangan Oesa Kabupaten Rejang Lebong. 

l Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 ten1ang 
Pembentukan Provmsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Repui>lik Indonesia Tahuo 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republ1k Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Uodang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ta.hun 2003 Nomor 4 7, Tam bah an Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Uodang Nomor l Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lemharan 
Neg.'lra Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor I 5 Tahun 200-. tenumg 
Pemeriksaa.n Pengclolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambaban Lembaran 
Negara Republik lndones1a Nomor 4400); 

5. Undang•Undang Nomor 12 Tahun 20 J l tenlang 
Pembentukan Peraturan Perundang-unda.n1r<1a 
(Lembaran Negara RcpubLik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik 
Indonesia Nomo.- 5234 ); 

6. Undang•Undang Norn or 6 Tahu n 20 I 4 ten tang Dcsa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 H 
Norn or 7 Tam bah an Lembaran Negara Repubh k 
Indonesia Nomo.- 5495); 



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lemba,"an Nega,·a Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan 
Lembarru1 Negara Republik Indonesia Nomor 55871, 
sebagaimana telah diubah lerakhir dengan Uodang
Undang Nomoc 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan 
Kcdua ataa Un dang-Undaog Nomor 23 Tahun 20 l 4 
tentang Pemerintahan Daemh (Lembru"an Negara 
Republik lndonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5679); 

8. Pemturan Pemerintah Non,or 20 Tahun 1968 t.encang 
Bertakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 
dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengku lu 
(Lembamn Negara Republlk Indonesia Ta.hun 1968 
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RepublOc 
ladom:sia Nomc>r 2854), 

9. Peraturan l>emerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keunngan Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4578); 

10. Peratu.ran Pemerintnh Nomor 43 Tahuo 2014 tcnla.ng 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lernbarao Negara Repuhlik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tarnbahan 
Lembru-an Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5539), 
sebagalma.na telah diubah dengat1 Peratura.n 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (1..crnbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan ~embnrru, Negru'i\ Republfk lndonesia 
Nomor 57 17); 

It. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoi" 4 Ta.hun 2007 
tentang P<.>domn.n Pengelolaan Kekayarui Desa; 

12. Peraturan Men terl Dalarn Negeri Nomor Ill Tahun 
20 l 4 1emang Pecloman Tcl.--nis Peraturan di Desa 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
2091); 

13. Peraturan Menter! DalAm Negeri Nomor 114 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Be1ita 
Negara. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

14. Pcraturan Mttnteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
sebagaimana telah diubah deng)l.n Peraturan Mcnteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Serita Negara 
Republi.klndonesia Tabua 2018 Nomor 157); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 
temang Lernbaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga 
Adal Desa (Serita Negara Tahun 2018 Nomor 569); 

16. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6 l I); 

l 7. Pcraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 centang 
Keu.angan Desa sebagaimana Lelah diubah dengan 
Pcraluran Daerah Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2009 Nomor 
29 Sed E:); 



Menetapkan 

l8. Peraturaa Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang 
Pcaanggulangan Bencana (l..embaran Daerah Kabupat.ea 
Rcja11g Lebong Taiiun 2014 Nomor 5); 

19. Peraluran Daerah Nomor 8 Tahu11 2015 tentang 
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong Tahun 2015 Nomor I 07); 

20, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Lcntang 
Badan Permusyawarataa Desa (Lcmbaran Daernh 
Kabupat.c_n Rejang Lcbong Tahun 2015 Nomor 108); 

21. Peraturnn Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok
Pokok Peagelolaan Keuanga11 Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupatcn Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124, 
Tambahan Lembarari Daerah Kabupatcn Reja11g 
Lcbong Nomor 9); 

22. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 rentimg 
Penang\ilangan Bellcana (Serita Daerah Kabu paten 
Rejang Lebong Tahun 2014 Nomor 266); 

23. Peraturari Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pendirian Pengurusan, Pengelolaan dao 
Pembubaran BUMDe~ (Benta Daerah Kabupat.en Rejang 
Lebong Tahun 2018 Nomor 266) . 

MEMUTUSKAN. 

PERATURAN BUPATI TENTANO PEDOMAN 
PENOELOL.A/\N KEUANOAN DESA KABUPATEN REJANO 
LEBONG 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bag,an Kesa tu 
Pengertian 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang d1maksud dengan: 
I. Daerah adaJa h Kabupaten Rejang Le bong. 
2. Pemerintah Dacrah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemcrintahan Daerah yang memimpin pelaksanaa n u rusan 
pt:merintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupatl adalah Bupa1i Rejang Lebong. 
4. Camat adalah pemimpin Kecamata11 yang berada dibawah dan 

benanggungjawab kepada Bupati mclalui Sekre taris Daerah 
5. Desa adalah kesanian masyaral,at huku m yang mem1liki bat.as wilavah 

yang ben1,·enang unruk mengarur dan mengunLs urusan pemerintnha.n 1 

kepentingan masyarakal setempat berdasarkan pra karsa m asyru·aka1, 
hal asal usu! dan/tuau hak tradisional yan g diakui dan dil1ormat1 da lam 
s islem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

6. Pemerintahan Desa adaJah pen\'elenggaraan urusan pcr:ncrmtahan d(111 
kepentingan rnasyaraka.t setempat daJam sistem pemenn ta han Nrgara 
KesatUilll Republik lndoacsia. 

7. Pemeriatah Desa adalah J<epala JJesa aJ:nu yang dii;ehu1 dengan nnmA 
lain dibantu Perangkat D~.<;a sebagai UMUr penvelenggara Pcmeri11mh 
Desa, 



8 Kepala Desa adalah pejabal pemerimah l)~sa yang mempunvm 
wcwenAng, tugas dan kewRjiba.n untu k mcny<~lcnggara.kan rumah 1angga 
de.sa.nya dan meJaksanaka..u tugas dari Pemcrintah <lan Pcmc1intah Oacrah 

9. Perangkal Desa adalah unsur st.af yang membantu Kepala Desa dalam 
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadaJ1i dalam Sekretariiu 
Desa, dan unsur peoduku.ng tu gas Kepala Desa data m pelaksanaan 
kebijakan yang diwadah, dalam bentuk pelaksana teknls dan unsur 
kewilaya.han. 

10, Badan Pcrmusyawarntan DeSA yang sclanjcunyR disingkal BPD 
adalah lembasa .vang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggoumya mcrupi,kan wakil claJ; penduduk desa berdasarkan 
keterwakilan w1 layah dan clitetapkan secara demokratls. 

11 . Peraturan Desa adalah pcraturan perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh Kcp._'\la Desa secelah dibahas dAn cliS<'pak11d bersama Badan 
Perrnusyawa.rata.n Desa.. 

12. Kepurusan Kepala Desa adalah Keputusan yang diretapkan oleh Kepala 
Desa bail< yang BersffaL pengatumn maupun penetapan. 

13. Keputusan BPD adalah semua Kepulusan BPD _yangditelapkan oleh BPD. 
14. Keuangan Desa adalab semua hak dan kewajiban Dcsa yang dapal dinilai 

dengan uang sert.a segala sesualu benipa uang dan barang yang 
berhubungao dengaa pelaksanaan hak cla.;1 kewajiban Desa 

15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputlputi perenca.naan, pelak~anaan, penal.ausahaaa, pelaporan, dan 
perlangguogjawaban keua ngan Desa. 

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dcsa vang selanJutnya 
di~lngkaL RPJM Desa, adalah Rencruu1 l{egiatan Pembangunan Desa 
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 

17. Rencana Kcrja Ptmerinrah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa 
adalah penjabaran drui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
untuk jangka waktu I ( salu) tahun. 

18. Anggaron PendaJ:mtan dan Bc:fa..nja Desa. yang selfl:nju tn) a disebut 
APBDesa adalah rencana keuangan 1ahuna11 pemerintahan Desa. 

19. Penerimaan Desa aclalaJi uang yang masuk kc rekenlng kas Desa. 
20. Pengeluaran Desa artalah uang yang keluar drui rckcning kas Desa 
20. Pendapatan adalah scmua pei,crimaan Desa dalam I (satu) rahun 

anggaran yang me.nJadj hak Des.a dan tidak p(·du cHkcanbahkAn oJeh Desa. 
21. Belru1ja Desa adalah semua pengcluaran yang mcrupakan kewajiban Dcsa 

dalam 1 (satu) tahun Anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh 
Oesa. 

22. Pembiayaan Desa adalah semua pene,unaan yang perlu clibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yHr1g akan cllterlmA kt-mb::i.li, b~ik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutn)'S. 

23. Pemcgang Kekuasaan Pcngelolaan Keuangan Dcsa yang seh\njutnya 
disingkat PKPKl1 adalah kepala Desa atau sebutan nama Jajn yang ka.rena 
jabalannya mempunyai kcwenangan men_velenggarakan keseluruhan 
pengelolaan keuangan Desa. 

24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan l'.>esa yang selanjutnya dislngka1 PPKD 
adatah perangkat Desa yang mt'laksanakan pengclolaaa kcuangan DeM 
berdasarkan kcput.usan kepala Dcsa yang mengua,u,kan seba.gian 
kekuasaan PKPKD. 

25. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebaga, 
unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagru 
koordinator PPKD. 

26 Kepala Urusan yang selanjutnya clisebut Kaur adalah perangkat D1•s,, 
yang berkedudukan sebagai unsur star scktcta.1·i::u Desa yang 
menjalankan tugas PPKD. 



27 Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah pen1.11gkal Dei;a yang 
berkedudukan sebagai pelaksana tcknis yang menjalankan tugas PPKD. 

28. Rekening Kas Umum Negara yang selanJutnya <hsingkat Rl<UN ndalah 
rekenJng tempal penyimpanan uang negara yang dit,mtukao olch Menter1 
Keuangan selaku bendal1ata umum negara untuk menampung seluruh 
pencrimaan negarR dan membayar seluruh pengeluaran negara pada 
bank sentral. 

29. Reken.ing Kas Umum Daerah yang sclanjutnya d,singkat RKUD adalah 
rcl<ening t.empal penyimpanan uang daerah yang cl itentukan oleh Bupati 
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar sduruh 
p<mgeluaran daerah pada bank yang ditempkan. 

30. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyunpan ua,1g 
Pcme.rinrnhan Oesa yang menarn pung selu.ruh penerimaan Desa dan 
digunakan untuk membayar seluruh peageluaran De8'1. dalam l (satu) 
rekcning pada Bank yang dltetapkan. 

31. Sadan Usaha Milik °""" yang selanjutnya disebut BUM Desa ada.lah 
badan usa.ha yang seluruh atau sebagian besar modalnya cl.i.lniliki oleh 
Desa melalui penyenaan secara langsung yang berasal dan kekayaan 
Desa yang dlpisahkan guna mengelola aset, Jas.~ pelayanan dan usaha 
lainya untuk sebesar- besamya lreseJabtera.an masyarkat Desa 

32. Dana Cadangan adalah dana yang di,isibkan guna mcndruiw kegiatan 
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapal dlpenuhi dalam 
satu tahun anggaran. 

33. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendaparan Desa 
dengan belanja Desa. 

34, Defisit Anggaran Desa adaJah selisih kurang antarA pendnpa!an Oesa 
dcngao belanJa Desa. 

35. Sis.~ Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah 
selisih 1ebih realisasi peJ'lerimnan dan pengeluaran anggara.n selama satu 
periode anggaran. 

36. Dokumen Pelak,;anaa,1 Anggaran yang oelanjutnya diaingkat DPA a.clal11h 
dokumen yang memuat rincian setiap kegiar.an, nnggaran yang 
disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan 
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah di tetapkan dalam APO 
Desa. 
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38. 

39. 

~o. 

41. 

42. 

Dokumen Pcl.A.ksanaan Perul->ahRr1 A.nggaraJ1 yang selanjutnya djs.ingk~t 
DPPA adalah dokumen yang memuat perubal,an rincian kegiatan, 
anggaran yang dlsedJal<an clan rencana penarikan dana unluk kegiatan 
yang akan dilaks.~nakan berdasarkan kegiatan yang lclah ditet.apkan 
dalam Pcrubahan APB Dcsa dan/atau Perubahan Pe11jaharan APB Desa 
Dokumen Pelaksanaan Anggarnn LanJul.an yang selanJutaya dismgktll 
OPAi. adalah dokumcn yang memuat kegia,an. anggara.n dan rencana 
penarlkan dana unruk kegiatan lanjutan yang anggarnnnya berasal daa 
Sil.PA tahu11 anggaran sebclumnya. 
Pengadaan Barang/Jasa Dcsa yang selanjutnya clisebut dengnn 
pengaclaan barang/jasa adAlah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa 
oleh Pemerlntab Desa, bail< dilakukan melalul swakelola dm1/at.au 
penyedia ba,:ang/ jasa. 
Rencana Anggaran Kas Desa yang sclanjutnya discbut RAK Desa adalah 
dokumen yang mcmuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang 
digunakan mengatur penarikan dana dan rekening kas untuk rnen<!a_naJ 
pc~1geluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkao <>leh 
Kepala Desa. 
Surat Peanintaan Pcmbaya.rao yang selanjutnya disinglmr SPP adalah 
dokumen pengajuan unluk mcndanal kegiatan pcngadaan bamng/ Jasa 
Apa_ra.t Pengawas Internal Pemcrintah Jan& selanjutnva dtsmgk,u Af'll' 
adalah inspelctoral do.erah kabupaten, · 



Bagian Kedua 
Asas Pengelolaan Keuangan Des.a 

Pasal 2 

(I) Keuangan Des.a dikclola berdasarkan asas transparan, akuntabel, 
part:isipatff serta dilakukan dengan terlib dan disiplin anggaran. 

(2) APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa I 
(satu) tahun anggaran mulai tanggal I Januari sampai dengan tanggal 3 1 
Desember. 

BAB n 
KEKUASAAN PENGE-LOLAAN KEUANOAN DESA 

Bagian Kesatu 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Pasal 3 

( J) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemenntah Desa dalam 
kepemilikan kekayaan mllik Desa yang d ipisahkan. 

(2) Kepala Des.a selaku PKPKD sehagaimana dimaksud pada ayat ( 11, 
mempLtnyai ke\venangan: 
a. menetapkai, kebijakan tenrang pelaksanaan APBDesa; 
b . menetapkan kebijakan tentang peogelolaan barang mllik Desa, 
c. melakukan Undakan yang mengakiba1.kan pengeluarao etas beban 

APBOesa; 
d . menetapkan PPKO; 
e. menyetujui DP1\, DPPA, clan DPA[;; 
r. menyetajui RAK Desa; dan 
g. menyetujui $PP. 

(31 Dalam melaksanakan kewenanga11 pengelolaan keua11gan Dcsa 
sebagaimana dimaksud pad a ayat (21, Kepala Oesa menguasakan 
sebagian kewenangannya kepada Perangkat Dcsa selaku PPKD. 

(41 Pelimpaban seba.gian kekuasaan PKPKD kepada PPKO di te,a pl<an dc ngan 
Keputusan Kcpala Desa. 

Bagian Kedua 
Pelaksana Pengclolaan Keuangan Desa ( PPKDl 

Pasal4 

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (31 tcrdui a tas: 
a, Sekretaris Desa; 
b. Kaur dan Kasi, dan 
c. Kaur Keuangan. 

(1) Sckrctaris Oesa sebagaimana dimaksud daJam Pasal .\ huruf a hrrtugas 
sebagai koorclinator PPKD. 

(21 Sekretaris Dcsa sebagaimana dJmaksud pada ayat (11 mempunvai tugas 
a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan k cbljakan /\Pl30esa; 
b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa da,1 rancangun 

Pcrubahan APBDesa; 
c. mengoordinasikan pcnyusunan rancangan Pcraturan Desa ientang 

APBD(•,sa, rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan \PRD,'sa. 
dan rancanga..n P~ratw-an Dcsa Lcntang Pc.-rtanggung,awaban 
Pelaksanaan APBOesa; 



d. mengoordinasikan ~yusunan rancangan Peraturan Kepala Desa 
tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBOesa; 

e. mengoordinasikan tl.lgas Perangknt Oesa lam yang menjalankan tugas 
PPKD; dan 

f. mengoordinasikan penyusunan Japoran keuangan Oesa dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBOesa. 

(3) Selain tu gas sebagaimana dimaksud pad a ayat (2), Sekretaris Desa 
mempunya, tugas: 
a. melakukan verifikasi Lerhadap DPA, DPPA, dan OPAL; 
b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan 
c. melakukaa vcrifikasi terhadap buktJ penerimaan dan pengeluaran 

APBOesa: 

Pasal 6 

(1) Kaur dan Kasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas 
sebagai pelaksana kcgiatan anggaran. 

(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayal ( I) tcrdiri atas: 
a. Kaur Tata Usaha dan Umum; dan 
b. Kaur PerencaJ1aa11 , 

(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri atas. 
a_ Kasi Pemerinlahan; 
b. Kasi KeS(\iabtcraan; dan 
c. Kasi Pelayanan 

(4) Kau r dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11 memrunyai rugas: 
a. melakukan t.indakan yang mcnga.Jabatka.n pengeluaran atas beban 

anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; 
b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugaS0)'8; 
c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; 
d. menyusun DPA, DPPA, dan OPAL, sesuai bidang tugasnya; 
e. menandatangani perjanjian keJJa sama dengan penyedia atas 

pcngada.M bArang/jasa unruk kegiatan yang berada <Islam bidang 
tugasnya: dan 

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya 
untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDcsa; 

(5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 
sebagairnana dimaksud pada aya.1 (4) d!Jakukan berdasarkan bldang tugas 
masiog-masing dan ditetapkan dalam RKPDesa. 

Pasal 7 

(I) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksucl dalam 
Pasal 6 ayat (4) dapat dJbantu olch 1im vang melaksamkan kegialan 
pengaclaan barang/jasa yang karena sifaL clan jenisnya tidak clapal 
dilakukan sendiri. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) bcrasa.l dan uosur perangkaL 
Desa, Jembaga kemasyarakatan Desa dan/atau mnsyarakat. yang tercHn 
atas: 
a. KchJa; 
b. Sekretaris; dan 
c. Anggota. 

(31 Perangkat Oesa sebagaimana dlmaksud pada ayat (21 yaitu pt•laksana 
kegiatan da11 anggaran atau pelaksa.na kewllayal1an adalah Kepnla Dusun 

[4) Pembentukan tim sebagaima.na dimaksud pada ayat (I) diusulkan pada 
saa t penyusunan RKP Desa 

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Kepu1usan 
Kepala Desa. 



(I) Kaur l<eusngan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hu ruf c 
melaksanakan fungsi kcbendaharaan. 

(2) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), mempunya, tugas: 
a. menyusun RAK D~sa: dan 
b. melakukan penatausahaan yang meliputi: 

.I . menenma; 
2. mc.nyimpan; 
3. menyetork11n/membayar; 
4. menat.nusahakan~ dr-tn 
5. mempertanggungiawabkan peneriinaan pendapa.lan D~sa dan 

pengeluaran dalrun rnngka pelaksanaan APB Desa. 
f3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendahaman memiliki 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemorintah Desa. 

BAB Ill 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

PIUml 9 

(I) APB Pesa terdiri dari: 
a. pendapatan Pesa: 
b. belanja Pesa: dan 
c. pembiayaan Pesa. 

(2) Pendapatan Desa sebagairnana dirnaksud pada avat (I) huruf a 
dik!Minkasi.kan mcnurut: 
a. kelompok: 
b. jenis; dan 
c. objek pendapatan, 

{3) Belanja Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (IJ huruf b 
dlklasifikasikan mcnurut: 
a. bidang; 
b. sub bidang: 
c. kegiatan; 
cl.. jenis be!anja; 
c, objek belanja, dan 
f. rincian objek bclanja. 

(4) Pembiayaan Dess sebagaimana dlmaksud pada ayat (I) hurur ,. 
diklasifikasikan menurut: 
a. kelompok; 
b. jenis; dan 
c. objek pembiayaan. 

Pas11.1 lO 

Pendapatan Desa, belru1ja Desa, dan pembiayaan Desa diben kode rekcning. 

11agia11 KesaLU 
Pendapatan 

Pnsal II 

(I) Pendaparan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat f I) huruf a, 
yaittJ ~ua penerimaan Desa dalam I (satu) tahun a.nggaran yang 
menjadi hak Desa dan tidak pcrlu d1kemhalikan oleh D~sa. 



(2) Pendapatan Oesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cerdiri atas 
kelompok: 
a. pendapatan asti Desa: 
b. transrer. dan 
c. pendapatan lain. 

Pesal 12 

(I) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (2) hu ruf a, ierdirl alas jenls: 
a. hasil usaba; 
b. basil aset; 
e. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan 
d. pendapatan asli Desa lain. 

(2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hurur a, antara 
lain bagi basil BUM Oesa. • 

(3) Hasil aset sebagalmana dimaksud pada ayat (I) huru r b, antara lam: 
a. pcngeJolaan tanah kas Desa, 
b. pasar Desa; 
c. tempal pemandian umum; 
d. jaringan irigasi; 
e. klos miltk De.a; 
r, pernanraatan lapangan prasarana olah raga milik Desa; dan 
g. basil ase1 lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asa.J

usul dan kewenangan Jokal berskala Desa. 
(4) Swadaya, partisipas, dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat 

(I/ huruf c adalah penerimsan yang berasaJ clari sumbangan masyarakat 
De~ 

(5) Pcndapamn asli Desa Jain sebagalmana dimaksud pada ayat (I I huruf d 
antara lain basil pllngulan Desa yang sah. 

Pasal 13 

(1) Kelompok l1'MSfer sebagaimana dirnai<sud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf 
b, terd irf atas jenis. 
a. Dana Desa (DD); 
b. Bagian dari has;! pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten: 
c. Alokasi Dana Desa (ADD); 
cl. Banruan keuangan dari Anggaran Pendapa1an Belanja Negara; 
e. Bantuan keuangan darf 1\nggaran Pcodapalan Belanja Daerah 

Provinsi; dan 
f. B>1ntuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Bclanja Daerah 

Kabupaten. 
(2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapalan BelanJa Negara dan 

Bantuan keuangan dari Aoggaran Pendapata11 Belanja Daerah Provinsi 
dan Daerah r<abupaten sebagairnana climaksud pada eyat (I) hurur d , e 
dan r dapi,t bcrsifa.t umum dru, khusus 

(3) Banruan keuangan be1·$ifal l<husus sebaga.imana dimaksud pada aya1 (21 
dikelola druam APBDesa tetapi t:idak diterapkan dalam kelcnluan 
penggunann paling sedikil 70"/o (tujuh puluh per seratus) dan J:>ahng 
bru,yak 300/4 (lfga pulub per seratus). 

Pasal 14 

Kelompok penclapalan lain se~ana dimaksucl dalam Pasal 11 aval (2) 
huruf c, terdiri alas: 

-·----------------



a. penerimaan dari hasil kcrja sama Desa 
b. pene,imaan dari bantuan perusabaan yang berlokasi di Desa; 
c. penerbnaan dari bl bah dan s u mbangan dan pihak ketlga, 
d. kol'eksl kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang 

mengaldbatkan pencrirnaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan; 
e. bu nga bank: dan 
f. pendapatan lain Desa yang sah. 

Bag,an Kedua 
Belanja 

Pasaf 15 

(1) Belanja Desa sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9 ayat (!) huruf b, yaitu 
semua peogeluaran yang mcrupakM kewajil:>an Desa clalam I (san,1] tahun 
anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembab oleh Desa. 

(2] Belanj a Desa yang diletapkan dalam APBDcsa dlgu nakan rncmbiayai 
kegiatan di Desa 

Pe.sat 16 

(l) Klasifikasi belanja Desa terdiri ataa btdang: 
a. penyelenggaraan pemerinlahan Desa: 
b. pelaksanaan pembangunan Desa, 
c. _pembinaan kemasyarakatan Desa; 
d. pemberdayaan masyarakat Dcsa: dan 
e. pena.ngguJa.riga.n bencana, keadaan daruraL dan mendesak Desa; 

(2) Klasifikasi belanja dosa sebagaimana dirt1aksud pada a;at (I) huruf a, 
sampai dengan huruf d dJbagi dalam sub bidang dan kegiatan l!CSUai 
dengan kebutuhM Dcsa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. 

(31 KlaslfLl<asi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf e dibagi 
dalam sub bidang sesuai deogan kebutuJ,an Desa untuk penanggulangan 
bencana, keadaan darurat dan mendesak yang teijadi di Desa 

Pasal J 7 

(1) Klasillkasi belanja bid8.J1g penyelenggaraan pemerintahan Dcsa 
sebagalmana diroaksud dalam PasaJ 16 ayat (!) buruf a dibag, dalam sub 
bidang-
a, pcnyeJenggaraan belanja penghasilan tetap, tu njangan dan opert1sional 

pemerintahan Desa: 
b. sarana dan prasarana pemenn Lahan Oesa; 
c. pengeloli,an administrasi kependudukan, pencata,an sipil. statistik, 

dan keansipan; 
d. penyelcnggaraan lata praja pemerintaban, pere11canrum, keuangan, 

dan pelaporan; dan 
c. pelayanan pertanaban. 

(2) Klasifikaai belanJa bldang pelaksanaan pembangunan Desa scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (I] huruf b dtbagi dalam sub bidang: 
a. pendidikan; 
b. kesehatan: 
c. pckeijaan umum dan penataan n1ang: 
d. k.awasan pemukiman; 
e. kehu1anan d,rn lmgkungan hidup; 
(. pe.rhubungan, komunlkasi dan info,matika; 
g. energi dan sumber days mineral: dan 
h. Pariwisata. 



(3) Klastrlkasi belanja bidang pembinaan kemasya.rakatan Desa sebagwmana 
dimaksud dalam PasaJ 16 ayat (I) hurufc dibagi dalam sub bidang· 
a kctentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, 
b. kebudayaan dan kegamaan; 
c . kepemudaan dan olah raga; dan 
d. kelembagaan masyarakat. 

(4) KJaS1J1kasi belanja bidang pemberdeyaa<1 masya.rak.at Desa sebaga,mana 
dlmaksud dauim Pasal 16 ayatP) hurufd dibagi dalam sub b1dang· 
a. perlkanan; 
b. pcrtanian dan peternakan; 
c. peningkatan kapasit.as aparatur Desa; 
d pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga: 
e. koperasi, usaha milcro kecfl dan menengah; 
r. dukungan penanaman modal; 
g. perdagMgan daa pcrinduslrian; clan 
h. pengembangan usaha ekonom, Desa. 

(51 Klasifikasi belanja bidang penanw1langan bencana, keadnan darurat dan 
mendesak Desa sebagnimann dimalcsud dalam Pnssl 16 ayal (l) huruf e 
dibagi dalam sub bidang: 
a pe.nanggulMgan boncana; 
b. keadaan daru rat; clan 
c. keadaM mendesak. 

PasaJ 18 

(I} Sub bidang selxtgaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Sllmpo.i 
dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan. 

(2) Daftat kegiatan s.::bagrumana dimaksud pada ayat (I) menggunakan 
babasa Indonesia dan dapat discsuaikan dengan bahasa daerah dengan 
kode rekening yang sama. 

(3) Kegiatan yang anggru11.nnya clialokasikan dari hasil J)<'ngelolaan tanah 
bengkok atnu scbutan lain dan/atau banruan keuangan khusus udak 
diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30°0 (tiga puluh 
per seratusj sebagaimana dlatur dalam ketentuan peraturan pe:rundang• 
undangan. 

Pasal 19 

Jenis Belanja Oesa sebagaimana dim.aksucl dalam Pasal 15 ayat fl I, terdin 
atas: 
a. bela.nJa pegawai, 
b. belanja barang/jasa; 
c. belanja modal; dan 
d. belanja tak tcrduga. 

Pasal 20 

I 1) Belanja pcgawa.i scbagaimru,a dimaksud dalam f>asal 19 huruf a, 
dianggarkan untuk pcngelU8J'8J1 penghasilan tetap dan tunJangan Kcpala 
Desa dan perangkat Desa, pembayaran jam,nan sosial bagl Kcp,tla DcSli 
dan perangkat Desa, tuoJangan BPD scrta tunJangan lembaga Desa 

(21 Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada a)at ( I) diangg:arkan dal.1m 
bidang penyelenggaraan pemerintahan Oesa 

(3) Belanja pegawai sebagaimanR dimaksud pada a,vat 11 I pelaksanaannva 
clibayarkao setiap bulan. 



(41 Pembayaran jaminan sosial sebagaimana djmaksud pada a> at ( l) scsuru 
dengru1 ketentuan peratura,1 perundang-undangan dan kemampuan 
APBDesa. 

Pasal 21 

(I I Belanja barang/jasa sebagaimana dimahud dalam PasaJ J 9 lrnruf b 
digw1akan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/Jasa yang mlai 
ma:nfaatnya kurang dan L2 (dua belas) bulan. 

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (I I digunAkan 
antara lain untuk · 
a. penyedlilan operasional pemerintah Desa; 
b. pemelihru-aan sarana prasaraoa Desa; 
c. kegiatan sosialisasi/rapaL/pelatiha.t1/bi:mbingan teknis; 
d. -penyediaan operaslonai BPD; 
e. pemberian barang pada masyacakal/kelompok masyRrakat; 
f. penyediaan operasionaJ lembaga Desa: dan 
g. penyediaan biaya teknis pelaksana kegiatan anggaran Desa. 

(31 Pemberiao barang pada masyarakat/kelompok masyarakal dan blaya 
teknis pelaksana kegiatan ru,ggaran Desa sebagannana dimaksud pada 
ayat (2) huruf e dan hurur g dilakukan untuk menunjru,g pelaks1maan 
kegiatan Desa, 

Pasal 22 

(I) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal J 9 buruf c, 
dlgunakan untuk pengeluaran pc:ngadaan bar,,ng yang ajJa.i manfaatnya 
lebih darl l'2 (dua belas) bulan dan m(•nambah asset, 

(21 Pengad.aan barang sebagaimruia dimaksud pad a ayat ( 1) digttnakan u ntuk 
kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa. 

Pasal 23 

(1) Belanja tak terdufll) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d 
merupaJmn belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulru1gan 
bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yru1g berskala lokal 
Desa. 

(2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, 
keadaan darurat, clan keadaan mcndesak sebagaimMa dimaksud pacla 
ayal (I) paling sedildt memenuhi kriteria sehagai berikut: 
a. bukan merupakari kegiatan normal dan aktlvitas pemenntah De.a 

dan Lidak dapar dipredjksikan sebelumnya; 
b tidak diharapkan terjadi berulang; clan 
c. berada di I uar kendali pemerin Lah Dcsa 

(3) kegiatan pada sub bidru1g penanggulangan beacana sebag;,1mana 
dimaksw:I parla ayat 11) merupakan upaya 1anggap darurat akJba1 
te,jadlnya bcmcana alam dnn beacana sosial 

(4) Kegiatan pada sub b,dang keadaan darurat sebagalmana dimaksud pada 
ayat (1) mcrupakan upaya penanggulangan kead.aM darura, kar~na 
adanya kerusakan dan/atau terancamnya pen}elesa1an pembangunan 
sarana dan p,·asarana aldbat kenaikan ha1·ga secarn nasional )'&ng 
menyebabkan terganggu11ya pelaya11an dasar masyarakat akan d,t~lapknn 
melalui surat Keputusan Bupau. 

(5) Kegia!an JJllcla sub bidang keadaan n:,e11clesak merupakan ura; a 
pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dA$8r masyu.rakA1 miskm 
yang mengal.ami kcclaruratan 



Pasal24 

(II KeLcnLuan kriteria bencana alam sebagaimana dima.ksud dalrun Pasal 23 
ayaL (3) adalah bencana yang di akibalkan oleh pcristiwa atau 
serangkalan peristiwa yang disebabkan oleh a lam antara lam berupa 
gempa burni, gunirng melelus, bru,jir, kekcringan. angin topan , tanah 
longsor, kebakaran umum, dan abrasi. 

(2) Kerent:uan kritel'ia beocana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
23 ayal (3) adalah bencana yang diakibAtkan oleh perisLiwa atau 
serangkaian peristiwa yang oiakibatkan oleh manusia yang meliputi 
JconOik sosial, antar kelompok atau a11car komunitas masyarakaL dan 
teror, 

(3) Ketentuan kriteria kegiatan yang dapat dibiayai unLUk penanggulangan 
bcacru,a alam dan bencana sosiaJ sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 
dan ayat (2) adalah mcrupakan upa,ya tanggap darurat bcncana akibal 
terjadinya bcncana alam dan bencana •osial yang ditetapkan oleh KcpAla 
Desa berupa kegialan yang dilakukan dengan segera pada saat kejac!ian 
bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi: 
a. pencarian dan penyelamatan korbaa bencana: 
b. pertoloagan darurat; 
c. evakuasi korban bencana: 
d. kebutuhaa air bersih dan sa.111tas1; 
e . pangan; 
f. sandang: 
g. pclayanan kesehatan; dan 
b. penampungan serta tempat hunja.n semenu1ra 

Pasal 25 

( l) Kriteria keadaan daru rat adalah adanya kerusakan dan / a tau 
terancamnya penyelesa.ian pemba.ngunru1 sara.na clan prasara.na aJdbat 
kenaikan harga atau al<ibat lainnya yang 01enyebabkan tergnnggun) a 
pelaya.nan dasar masyarakat. 

(2) Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untu.k masya.rakal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) merupakan sara.na dan prasarana 
pendidikan, keschatan, pekerjaar, um urn dan pcn/1\aan ruang. 
perumal1a11 rakyat da.n kawasan pc1·mukim1111 , keteno·aman ketertib1111 
umum dan pcrllndungan masyaraka.t, chm sosfal y1111g memerhtkan 
penanganan segera. 

( I J 

Pasal26 

Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 23 avat 
(5) adalah keadaan yang memaksa untuk sel'lera dilakukan, d1penuhi, 
dan diselesa!kannya upaya pemenuhan kebu lllhan pdmer dan 
pelayanru, dasar masyarakat miskin ya.ng mengalarni kcdaruratan 
berupa kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kcsehatan, 
pendidikan, pekerjaan, dan / atau pelayanan sosial. 

(2) Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruracan sebaga1mana 
dimaksud pada ayat ( l) adalah warga Desa yang same sekall 11rlak 
mempu.nyai sumbcr ma.ta pencaharian dan/atau mempunya.i sumber 
mata pencaharian 1et.api lidak mempunyai krmrunpuan memcnul11 
keburuhan dasat yang layak bagi kehidupAn dirinva dan/a1Au 
keluargru1ya. · 



(3) Masyaraka1 miskin yang mengalaml kedaruratan scbagaimana 
dimaksud padn ayat (2) <lisepakatl bersama dalam Musyawarah Desa 
serta ditctapkan dengan Keputusan Kepala De,sa yang d1laporkan 
kepada Bupati melalu i Camat tembusan kepada Dmas PMD, Baden 
Penanggulangan Bencana Daerai:l, lnspektorat, Dinas Sosial, Dinas 
Kesehatan , Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappcda, Dinas PU clan 
Tata Ruang, Perumaban dan Ka1Vasan Permukiman. 

(4) Dalam kejadiru:, kcadaan bcnca11a alam, bencana sosial, keadaan 
darurat, keadaa11 mendesak Kepala Desa segera melaporkan kejadian 
di lengkapi data kejadian dan dokumentasi kepada Bupatl melaJm 
camat, selanjutnya Camat melaporkan kepada Kepala Badan 
Penanggulangan Bencana Oaerah sebagai bahan u·ntuk ditetapkan 
dengan l<epumsan Bupati. Laporan dltembuskan kepada Dinas PU d1;1n 
Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PMD, 
lnspektorat dan Penclamping Pesa Kabupaten dan Kecamatan . 

Pasal 27 

(II Tata cara peoggunaan anggaran untuk kegiatan 1>1;lda sub bidang 
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang 
bcrskala JokaJ Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (I) 
adalah dengan menggunakan jenis belanja tak tcrduga. 

(21 Belaoja la.I< tcrduga. unt.uk keglatan pada sub bidang penanggulangan 
bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang l)erskala lokal 
Dua sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dapat d ianggarkan melalui 
APB Desa dan/ atau APB Desa Perubahan. 

{31 Dalam hal Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dianggarkan dalam APB Desa dan/atau APBDesa Perubahan, uralan 
rencana anggaxaa biayanya dibuat secara global tanpa dlrinci. 

(4) Sumber pcnclanaan belanja tak tcrduga dapal diperoleh dari sumber 
pendapalan yang dianggarkan dalam APB Desa dan/atau bcrsurnbcr dari 
pcngalihan beJanja kegiatan lainnya pada bidang penyelenggaraaa 
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangu.nan DeSA, pembina,1n 
kemasyarakatan Desa, dan/atau pemberdayaaa masyarakat Desa 

(5) Realisasi Bt'lanja Ta.k Terduga sebagaimana. climaksud pada ayat (3) dan 
ayat (4) dilaporkatl sesual dengan kuitansi / pengcluaran/belanja yang 
c!Hakukan. 

Bagia n Ketiga 
Pembiayaru, 

Pasal28 

(l) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pa..al 9 ayat (l) hurur c 
merupakan semua pencrimaru1 yang perlu dibayar kembali dan/arau 
pengeluaran yang akan diterima kemball, baik pada tahun anggaran 
yang bersangkuran maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

(2) Pembiayaan Desa sebagaimanA dimAksud pada aynt (I) terdm alas 
kelompok: 
a. penerimarul pembiayaan; clan 
b. pengeluaran pcmJbiayaan 

Pasal 29 

(I) Pencrimaan pembiayaan sebagaimana. d1maksud dalam Pasal 28 aym (21 
bltruf a, melfputi: 
a. SlLPA tahun scbelumnya; 
b. pencairan dana eadangan: daa 



c. basil penjuaJan kekayaan Oesa yang dipisnhkaJ1 kecuali tanah dru1 
bangunao. 

(2) SiLPA sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a paling sedikit mehputi 
pelampauan pencrirnaan pendapatan terhadap belanja, pengbematan 
belanja, dan sisa dana kegiat.an yang belum selcsai atau lanjuian . 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l I hurur b 
digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dam, cadangan yru,g 
selanjutnya dicatalkan daJam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa. 

(4) Hasil penj ualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 
pada '\)'at ( I) huruf c dicaiat dalam penerimaan pembiayaan hasil 
penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. 

Pa:sal30 

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) 
hurur b, terdiri atas . 
a. pembentukan dana cadangan; dan 
b. penyerlruln modal. 

f'asaJ 31 

(1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang pru1yediaan dru1anya 
tidal< dapat sekaligus dibebankan dalam I (satu) lahun anggaran. 

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dlmaksud pada ayat ( l) 
ditetapkan dengan Peraturan Desa.. 

(3) Peramran Desa temang pemben tukall dR.na cadangan sebagaimana 
dimaksud pada ayal (2) paling sedikil memuat: 
a. penetapan tujuan pcmbenlukan dana cadangan: 
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; 
c . besaran dan rincian cah,man dana cadangan yang harus 

dianggarkan; 
d , sumber dana cadangan; dan 
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cada.ngan. 

(4) Pembentukan dana cadangan dapa.1 bersumber dari penyisiban atas 
penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah 
diren1ukan secara kl'iusus bcrdasarkan peraturna perundang
undangan, 

(SJ Penganggaran dana cadangan tidak melebih, tahun akhir masa jabatan 
Kepala Desa. 

Bagian J< eempa t 
Penyertaan Modal 

Pasal 32 

(1) J>enyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 30 huruf t, 
antara lain ctigunakan untuk menganggarkan k~kayaan pemerin tah Desa 
yang diinvestasikru, dalam BUM P esa. unluk meningka lkan pendapalan 
Desa atau pelayanan kepada masyarakat. 

(2) Penyenaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) merupakan 
l<ekayaan Desa yang d ipisahkan yang d ianggarkan dari pengcluaran 
pembiayaan dalam APB Desa. 

(3) Penyertaan modal sebagajmana dimaksud pada a)•ar (2) dalam bcntuk 
ta.nab kas Desa clan bangunan tidak dapat clijual. 



Pasal 33 

(1) Penyertaan modal pada BUM Desa dapat bcrupa uai,g dan/aLau barang. 
(2) Tata cam penyertaan modal pada BUM Desa diatur dengan 

memperhalikan ketentuan indikator penycrtaan modal yang dapal 
disert..s.kan dan indikator analisls kelayakan penyertaan modaJ. 

(3) lndikator penyertaan modal yang dapal discrtakan sebagannana 
d imaksud pada ayat (2) melipufr 
a. disetujuJ dalam Musyawarah Desa Perencaoaan Pcmbaogunru1 Desa 

( RPJM Dcsa -RKP Dcsa - APB Desa), 
I>. kelembagaru, telah terbencuk melalul Musdes ditetapkan dengan 

Pera tu ran Desa; 
e. telah ditclapkan pengurus deogan Keputusan Kepala Desa dan 

Serita Acara Pelantikan Pengurt1s; dan 
d. Perauirru1 Desa tentang Penyena.an Modal. 

(4) l11dJkalOr aoalisJs kelayakan penyertaan modal $ebagaimana d,maksud 
pada ayat (2) melipul.l: 
a. penyertaan modal melalui APBDesa; 
b. BUM Desa memiliki rencana usaha yang d i tandai adanya RAB dan 

proposal yang usahanya mendukung pengt'lTlbangan potensi dan 
• kebutuhan Desa; 

c. Peraturan Desa 1entang Penyertaan Modal ; 
d. SUM Desa mem buat kelayakan u sal1a. 

BAB IV 
PlmCELOLMN 

PasaJ 34 

Pengelolaan keuangan Desa meliputi: 
a . perencanaan; 
b. pe laksanaan: 
c. penarausahaao; 
d . pelaporan; dan 
e . pertanggungjawal>an. 

i)I Pasal 35 

(I) Pengelolaan keuangan Desa scbagaimana d imaksud dalam Pasal 34 
dilakukan dengan Basis Kas. 

(2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat 11) mcrupakan penca ta tan 
transa ksi pada saat kas d1terima atau dikelua rkan dan rekening kas 
Dcsa. 

(31 Peagelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan 
sistem infonnasi bcrbentuk apllkas1 digita l yang d ikelola Kememeriru1 
Dalam Negeri. 

Bagian Kesa 1 u 
Perencanaao 

Pasal 36 

(1) Percncanaan pengelolaan keuangan Dcsa mcrupakan perencanaan 
pene rimaao dan pengeluaran pemerintahan Desa pada 1a hun nnggamn 
berkena.an yang dianggarkan daJam APBDesa. 

(21 Sckretaris Desa mengoordinasikan p~nyusunan rru,cangan APflDesa 
berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedo,nan pen."usunan 
APBDesa yang diatur dengao Peraturan Bupa ti setiap tahun. 



(3) Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan 
rancangan Pernturan Desa tentang APB Desa. 

(11 

(2) 

(3) 

f4) 

(5) 

{6) 

(7) 

Pasal 37 

Sekrer:aris Desa menyampalkan Ra.ncangan Pe.rarnran Desa ten tang 
APBDesa kepada Kepala Desa. 
Rancangan Peraturan De~-a tent:ang APBDesa sel:>agaunana dimaksud 
pada ayat (ti disampalkan J{epala Desa kepada BPD u ,nuk dibahas dan 
disepakatl bersama dalam musyawarah BPD. 
Rancangao Peraturan Desa temang APBDesa disampaikan Kepala Desa 
kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya BPO 
melakukan 1-apat BPD untuk menjadwalkan kegiatan rapat pembahasan 
dan kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. 
Rancangan Peraturan Desa tcotang APBDesa sebag,~imana dimaksud 
pada •sat (2) disepakati bersama paLiog Jambat bulari Oktobcr tahun 
berjalan. 
Dalrun bal BPD tidak menyepakati ra1Jcangan Peraturan Dcsa tentaog 
APBDesa yang disampa.ikan Kepala Desa, Pemerintah Dcsa hanya dapat 
melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengclua,·an opcrasional 
penyclenggaraan pemerintahan Desa dengan mengg,unakan pagu tah un 
sebelumnya. 
Kepala Desa menetapkan Pera.tu.ran Kepala Desa sebagai dasar 
pelaksa.oaan kcgiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
Dalam hal BPD tidak sepakat dalam rapal pem bahasart rancangan 
Peraturan Desa ten!Mg APBDesa seoogrumana dim,iksud pada ayat {5) 
BPD membuat ca ta tan secara Wrtulis d isamp_aikan kepada Kepala Desa. 

Pasal 38 

( l} A las dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana 
dimaksud dalam PasaJ 37 ayat (3) , Kepala Desa meny,apkan Rancangan 
Peraturan l<epala Desa mengenai penjabaran APBl)esa. 

(2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Ra.ncangan Perat-uran 
Kepala Desa mengenal penjabarao APBDesa sebagaimana dimaksud pada 
ayfll (1). 

Pasal 39 

(1 I Ra,ncangan Peraturan Desa lentang APBDesa sebagaimana dimaksud 
dalam Passi 37 a_yat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui 
Ca.mat paling lam.bat 3 (tiga) hari sejak disepa kati untuk dievaluasi. 

(2) Bu pati meoclelegasikan evaluasi rancangan peratu ran Oesa ten tang APB 
Desa kepada Ca.mat berpedoman dengan panduan EvA.Juasi Rancangan 
Peraturan Desa tent.ang APB Desa. 

(3) Ca.mat benanggung jawab terhadap basil E:valuasi Rancangan Peraturan 
Oesa tentang /\PB Oesa . 

(4) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat 
sebagaimana dimal<sud pada ayat (I) dilengkapi dengan dokumen paling 
~ ikit meliputi: 
a surat pengantar: 
b. ra11cangan Peraluran Kepala Desa rnengena.i penjabaran APB Desa; 
e. Pcraturan Desa mengcnai RKP Desa: 
d . l"eraturan Oesa mengenai kewenangan Desa: 
e. Pcraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika lersedia; 
f. Per?turan Desa mengenai penyertaan modal, jika tcrsedia: dan 
g. benta acara basil musyawarah BPD. 



Pa$8.I 40 

(1) Carnal dapnl mttngundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terl..-rut 
dalam pelaksanaan evaluasi. 

(2) HMll evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dituangkan dalam 
Keputusru, Carnal dai1 disampa ,kan kepada Kepala Desa paling lama 20 
(dua puluh) hari kerja terhitung seJak diterimanya rancangan Peraturan 
Desa d imaksud. 

(3) D,~lam ha! Carnal ctdak memberikan hasil eva luasi dalam balas waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Desa 
dimal<sud berlaku dengai, sendirinya. 

(4) Oalam hal hasil evaluasi sebagaimMa dimaksud pada ayat (2) t.elah 
sesuai dcngan ketentuan peraturan pe,undang-undangan yang lebih 
tinggi, kepentlngan umum, dan RKP Oesa, selanjutnya Kepa la Desa 
menctapkan menjadi Peraturan Desa. 

(5) Dalam hal hasil eva luasi sebagaimana dirnaksud pada ayal (2) tidak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebib 
tinggi, kepen!ingan umum, dan RKP Oesa, Kepala Desa bersama BPD 
melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua pu luh) hari kcrja 
terhitung sejak diterimanya basil evaluasi. 

Pasal 41 

(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) 
tidak ditindaklanju ti oleh Kepala Oesa dan Kepala Desa Le tap 
menetapkan Rancangan Peracuran Desa tentang APB Desa menjadi 
Pe ra turan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjaba ran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Carnal 
menyampalkan usulan pembatalan PeraLuran Oesa kepada Bupall 
melalui Dinas PMD, Bupati mernbatalkan Peraturan Desa dimaksud 
dcngan Keputusan Bupati. 

(2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Perar:uran Desa dan 
Pe:raruran ~pala Desa paling lama 7 (tujuh) had kerja setelah 
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dan selanjutnya 
Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan 
Kepala Desa dima ksud. 

(3) Oalam hal pembatalan :,ebagaimana dimaksud pada ayat ( L), Kepala 
Desa hanya dapat melakukan pengcluaran lerhadap operas,onal 
penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagi, tahun 
sebelumnya sampai penyempuroaan Rancangan Peraturan Desa 
ten tang APB Desa disrunpaikan dan menclapat persetujmm Bupau. 

Pasal 42 

()) Rancangan Peraturan Oesa ten tang APBDesa yang tclah dievaluas, 
clitetapkan oleh kepala Oesa menjadi Peraturan Oesa tentang APB Desa 

(2) Perat uran Desa ten tang APBOesa sebagaunana d1maksu<l pad a ayat (I) 
d itetapkan paling tambat canggal 3 l Desember tahun anggaran 
sebelumnya. 

(3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Pera tu ran Kepala OeSII ten tang 
penjabaran AP.BDesa sebagai peraturan pelaksaoa dari Peraturan Desa 
tentaog APBDesa. 

(4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa rentang APBDesa dan 
Peratu ran Kepala Dcsa tentang penjabaran APBDesa kopada Cama, 
paling lama 7 (Lujuh) hari kerja setelah ditetapkan. 



( I) 

(21 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

{SI 

Pasal 43 

KepaJa Desa menyampaikan infonnasi mengenai APBDesa kepada 
masyarakal melalui media informasi. 
Informasi sebagaimana dimaksud pada a,yat (J) paling sedikft memuat: 
a. APBDesa; 
b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang mclaksanakan kegiatan; 

dan 
c. alamac pengaduan. 

Pasal44 

Pemedntah Desa dapaL melakukan Perubahan APBDesa apabila terjadj: 
a . penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada 

tahun anggaran berja Ian; 
b. sisa penghematan belanja dao sisa lebih pcl'hitungar1 pembiayaan 

cahun be,jalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan; 
c. keadaan yang menyebabkan harus dilakllkan pergeseran antar 

bidang, ant.ar sub bidang. antar kegiatan, dan an tar jenis belanja; 
dan 

d. kes1daan yang menyebabkan SiLPA tahu.n sebelu.mnya harus 
digunakan dalam tahun anggaran berjalan . 

Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan I (satu) kali dala.m 1 
(sa,tu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. 
Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana d.imaksud pada ayal (2) yaitu 
timbulnya atau meningkatnya kejadian kesal<ltan dan/atau kemat.ian 
dalam kurun waktu tertentu dan merupakan kejadian yang dapat 
menjurus pada terjactinya w11hah. 
Dalam bal kejadian keadaan Juar biasa sebagaim.ana diroaksud pada 
ayat (3) Kepala Desa segera melaporkan kejadian dilengkapi data - data 
dokumentasi kejadian kepada Bupati mclalui Kepala D,nas Kesehatan, 
selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan melakukan kajian reknis dan 
disampaikan kepada Bupati sebagai bahan untuk ditetapkan dengan 
J<epurnsao Bupati. 
Perubahan AP8Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan 
dengan Pcraturan Desa nH,ngenai perubahan APBDesa dan tetap 
mempedomani RKP Desa. 

Pasal 45 

(I) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan 
Kepala Desa lentang perubahan penjabaran APBDesa sebelum 
,Rancangan Peraturan Desa ten tang Perubahan APBDesa ditetapkan. 

(2) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa 
sebagalmana dimaksud pad a a.vat ( 1) dapal dilakuk.an apabila terjadi : 
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa 

pada tahun anggaran berjalan; 
b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran 

antar ol\jek belanja; dan 
c. kegiataa yang belum dilaksanakan le.bun sebeluronya dan 

menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalarn tahun anggaran 
berjalan. 

(3) Kepala Desa memberirahukan kepada BPD mengeoai penetapan 
Peraturan Kcpala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan 
selanjuLnya clisampaikan kepada Carnal melalui su rat pemberhahuan 
meogenai Peratt,ran Kepala Desa tentang perubahan penjabaran 
APBDesa. 



' ) 

Pasal46 

KeLenluan mengcnai 1,enyusunan Peraluran Ocsa mengenai APBOesa 
sebagaimai,a dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 42 berlaku 
secal1l mutatis dan mutandis terhadap penyusunan Peraturan Oesa tentang 
Perubahan APB Oesa. 

(11 

(2) 

(3) 

Bagian Kedua 
Pelalcsanaan 

Pasal 47 

Pelaksana.an pcngelolaan keuangan Oesa merupakan penerimaan dan 
pengeluaran Oesa yang dilaksanakan melalul rekenjng kas Desa pacla 
bruik yang ditunjuk Bupati. 
Rekening kas Desa sebagaimana dimalcsud pada ayat ( I) dibuat oleh 
Pemerintah Desa dengan spesimeo tanda tangan Kepala Desa dan Kaur 
Keuangan. 
Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayalinya, rekening 
kas Desa clibuka di wilayab terdekat yang dJbuat oleh Pemerintah Desa 
dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. 

Pasal 48 

(1 J Nomor rekening kas Desa sebagaimana dlmalcsud dalam Pasal 4 7 
dilaporkan Kepala Desa kepacla Bupatl. 

(2) Bupa,ti melaporkan daflar nomor rekening kas Desa kepada Oubernur 
de,1gan tembusan Menteri Dalan1 Negeri melalu i Direklu r ,Jendera I Bina 
Pemerintahan Dcsa. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk 
pengendalian penyaluran dru1a transfer. 

Pasal49 

( 1) Kepala Desa men-ugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiacan anggarao 
sesuai tugnsnya menyusun Dokumcn Pclaksru1aan Anggaran (DPA) 
-paling lama 3 (tiga) hari kerja setelali Peraturan Desa tent~tng APBDesa 
dru, Pcraturan Kepala Desa tentang Pcnjabaran APBDesa ditetapkan. 

(2) DPA sebagaimanl;L dimaksud pada ayat (I) terdiri atas: 
a. Rencana Kegjatan dan Anggaran Desa (RKA} Desa; 
b. Rencana Ke1ja Kegiatan Desa {RKKI Desa; dan 
c. Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

(3) Reneana Kegiatan dan Anggaran Desa scbagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang dlsediakan, dan 
rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan. 

(41 Rencana Kerja Kegiata.n Desa sebagaimana dimalcsud pada ayal (21 
huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waklu pelaksanaan 
kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan 
kegiatan. 

(5) Rencana Anggarnn Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
merinci satuan harga untuk setiap kegiatan. 

(6) Kaur dan l(asi pelaksana kegiatan anggaran mcnyerahkan raocangan 
DPA kepada J<epala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enamj 
hari kerja setela h penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (If. 



Pa,i,i l 50 

(I) Sekretaris Oesa melakukan vc1ifiknsi r11m·1,nl(0II Doku,n,•11 1'1•lnl<,n111u111 
Anggaran (OPAJ paling lama 15 /lima bclrtsl hnrl l<crJn :;,~ol, 1\11111 <Inn 
Kasi mcoyerahkan ranC'angan Dok11mcn l'doksanunn Anggnrr111 (I WA} 

(2/ Kepala .Des.a l))enyeLujui .-oncangnn l)okUll1('11 l'clt1ks11111uu1 A111Af(1111111 
(OPA) yang telah diverifikasl oleh Sekrcuuis l)rso 

Pa,sal 51 

( I) Dalam haJ terjacli pcmbahan 1•eraturan Desu 1en!ong A l 'HI lt•Sfl cinn/111au 
perubahan Peraumm l<cpala Desa ten long 1•onjnb111"1111 APBI )e~, ,\10111( 

n:ienyebabkan te,jadiny,1 perubahan aJ1l:ltllrnn dt111/1.1rnu h-1 lndi 
perubahan keglalan, Kcpala Desa nwnugasl<an 1<11ur 1ln11 f\nsi p<'lnkKnnn 
kegmtan anggara,1 untuk menyu11L1n mncAngaii Doku11wn P,·lnksn,111;111 
Peruba.har, Angga,an (OPPA). 

(2) Dokumen PclaksanaRn Perubahan Anl(gnron fDPPA) schagnirnnnn 
dlmaksud pada aya! (1) ter<liri ntns: 
a. Reneana Kcgiatan dan Anggaran Desa Perubaha.n; dnn 
b. Rencana Anggaran Bia.ya Pen, ba han: 

(JJ Kaur dan Kasi pclaksana kegiatan anggnran menyer:tlllrnn m11cm1g11 11 
Dokumen Pelaksanaan Perubab1u, Anggaran (DPPAJ kcpmill KCPfllr< O,•sll 
me)aluJ Sekretaris Oesa paHng lama 6 fenam) hari kc,;jn &ll•lnh 
pt"llugasan sebagaimana dimaksud padn ayat ( I). 

(4) Sekretarls l:>esa melakukan verir.kasl rancru,gan Dokumcn t>einksanaHn 
Perubahan Angga.mn (DPPA) paling lama 15 (limo bell.\8) hnrt ke,jo ""Jrtk 
Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA. 

(5) Kepala Desa menyetuju, rancangan Dokumen P~lak;;annnn P.-n1h.,ha11 
AnggarW'I (DPPA) yang telah divcrlfikasl oleh Sek,·ctaris Desa. 

Pasal 52 

(I) Kaur f<eua.ngan cncnyusun rancangan Rcn<·ana Anggaran I-as Desa 
(RAK) Oesa berdasarkan Dokumen Pelaksana11n Anggaran (DPAI ynnJ\ 
telah disetujui kepala Desa. 

(2) Raoca.nga.n Roncana Anggaran K:ats Dt'Stl (RAK) n,•sn sehagaimann 
dimaksud pada ayat (I) disrunpaika,1 kepada kepalt'l IJesn m~lnlul 
Sekretaris Desa. 

(3) Sek:retarls Desa melakukan venflkas, 1crhaclap renN111gn11 l~cncona 
Anggaran Kas Desa /RAK) Desa yang diajulrnn Kaur Kcunn!tfm. 

/4) Kepala Desa menyetujul r0.11ca,1gar, RAK Desa yn.ng teln.h cliverlf1kns1 
Sek:retaris Ocsa. 

Pasal 53 

Rencana Anggaran Kas Desa (RAK) DesR sebagaimana dfmaksucl clnlam l'ns,11 
52 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunnkAn nwng,11u1 
penarikan dana dari reke11ing kas untuk mendanai pe11geluaran twrdaw,rk1111 
Dokumen Pelaksarraan Anggaran (DPA) yang Lelah disahkun ul,•h kc11alu 
Des.a. 

Pas,,! s,i 

(1) Arus kas masuk sebagaitna,1a dimaksud clal11m Pas11J :,J 111cmw11 •rmu,, 
pendapatan Desa yang berasal dad Pcndapalan Asli Desn u.msler <Ian 
pendapatan Jain. 



(2) Setiap pendapatan sebagaimana climaksud pada ayat ( I) didukung oleh 
buld:i yang lengkap dan sah. 

Pasal 55 

p) Arus kas keluar sebagaimana cUmaksud dalam Pasal 53 memuat 1,eIOUa 
pengeluaran belanja atas beban APB Desa. 

(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) didukung 
dengan bukti yang lengkap dan sah. 

(3) Bukti seba.gaimS;U1a dimaksud pada ayat (2) mendapat persecujuan kepala 
Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang 
timbul dari penggunaan bukti tersebut. 

(4) Kaur dan Kasi pelaksana keglatan anggaron benanggungjawab terhadap 
tindakan p,:ngeluaran ,;ebagalmana dimaksud pada ayat ( I) . 

(5) Kaur dan Kasi pelaksana kqgiatan anggaran menggu.na.kan buku 
pembanlu kegiatan untuk mcncatal semua pengeluara.n anggaran 
keglatan sesuai dengan tugasnya. 

Pasal 56 

(!) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan Daku.men 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tclab disetujui Kepala Desa. 

(2) Pelak,ianaan kegiatan sebagalmans dimaksud pada ayat ( ! ) dllal<ukan 
dengan pcngadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. 

(3) Pelaksanaan kcgiatan sebllgaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan 
melalui swakelola. 

(4) Pengadaan melalui swakelola sebagalmana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan dengan memaksirualkan penggunaan material/bahan dari 
wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi 
rnasyarakat untuk rnemperluas kesempalan kcrja dan pemberdayaan 
masyarakat setempat. 

(5) Dalam bal pelaksanaan kegia.tan tidak dapat dilaksanakan melalu1 
swakelola, ba.ik seblitgian maupun kesclu.ruruu, dapat djlaksanakan oleh 
penyedia barang/jaaa yang dianggap mampu dan memenuhi 
persyanil:an. 

(6) Ketentuan leblh Janjur mcngcnai ta.ta cam pclaksanaan keglatan 
pengadaan bara.ng/jasa di Desa sebagaima.na dimaksud pada ayat (21 
berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadarut 
barang/jasa dJ Desa, 

Pasa l 57 

(II Kaur Keuangan menerbitkan SPP yang diaJukan oleh pelaJ<sa11a kegiatan 
anggaran dalam setiap J>elaksanaan kegiatan dan operasional 
Pemerintah Desa sesuai dengan periode yang tercantu m dalam Dokumen 
Pelaksana!\.TI Anggaran (DPA) dengan nomina l sama besar at.au kurang 
clari yangtertera dalam Dokumen Pelal<sanaan Anggaran (DPA) . 

(2) Pcngajuan SPP waj(b menyenakan Japomn perkembangan pelaksanaan 
keglar,:in dan anggaran. 

PasaJSS 

(1) Penggunaan anggaran yang rutertma dari pengajuan SPP scoagaimana 
dimaksud dalam Pasal 57 untuk kegiatan pengadaan bamng/jasa scc,,ra 
swakclola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja. 



(2) Oalam hal pembayarnn pcngadaan barang/jasa bclum dilakukan dalam 
waktu 1() (sepuluhl baTi kerja, Kaur Keuangan wajib rnengembalikan 
daoa kedalam kas Desa. 

(3) Kaur keuangan haoya dapat menyimpan uang lunaJ untuk memenuhi 
kebu tuhSJ1 khllsus operasioJ1al Pemerintah Oesa maksimal 
Rp. 10.000.000,- (sepulu.h jut.a rupiah/. 

(-1) Kaur Keuangru, mencatat pengeluer8.J1 anggaran sebageimana dimaksud 
pada eyat (I) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar 

(5) Kaur Keuangan menyampaikan pertanggungjav;aban pe_ncai.ran 
anggaran sebagalmana dimaksud pada ayat ( I) oorupa bukti transa.ksi 
pembayaran pengada,an barnog/jasa kepada Sekretaris Desa. 

(6) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bu kli tronsaksi pembaya.ran 
dengru, pert.anggungjawabru, pencafran anggaran yru,g disampaikan oleh 
Kaur keuangan. 

(71 Dalarn hal jumlah realisasi pengelt1aran pembayaran barang/jasa lebih 
kecil dari jumlah uang )'ling diLcrima, Kaur Keuangan mengembi1likan 
sisa uang ke kas Oesa. 

Pasal 59 

(1) PengaJuao SPP unu1k kegiaLan yang seluruhnya dilaksanakan melalw 
penyedla barru1g/jasa dilalrnkan setelah bara.ng/jasa dlterima , 

(2) Pcngajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilampiri dengan: 
a . pemyataao tanggungjawab belaJlJa; d8.J1 
b. bukt:i penerimaan barang/Jasa di tempat. 

(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
Sekretaris Desa berkewajiban untu k: 
a. meneliti kelengkapan perm:intaan pembayarao yang dlajukao oleh 

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan aJ1ggaran ; 
b. mengujl kebenarao perbitungan tagihan atas beban APB Oesa yRng 

tercantum dalam permintaan pembayaran; 
c. me_nguji ketersedi8.J1 dana untuk kegiatan dimaksud; dan 
d. menolak pengajuan pernuntaan pembayaran oleh Kaur d8.J1 Kasi 

pelaksana kegialan anggaran apabila Lldak mcmenubi persyaratan 
yang dltetapkan. 

(4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil 
verifikasi yang dilakukan oleh Sekreuuis Desa. 

(5) Kaur KeuaJ1gan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran 
yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan per11etUJURn dari Kepala 
Desa. 

Pasal 60 

( I) Kaur dan Kasi pelaksana kegiat.an anggaran wajib menyampaikan laporan 
pertanggllngjawaban (LPJ) kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa 
paling lambat l0 (sepulub) hari sejak clilakukan sertillkasi kegjaran 
tahapan dan/atau keseluruhan kegiatan . 

(2) Kaur dao Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menvampaikan laporan 
akhir realisasl pelaksaoaa.n kegiatan dan anggaran kepada Kepala Oesa 
paling lambat 7 (tujub) hari ~ejak seluruh kegiatan selesru 100% 
berdasark8.J1 hasil sertifikasi kegialan. 

Pasa161 

(11 Kaur dru,/atau Kasi pelaksana keg:iatan anggaran mcnyu11un Rencana 
Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga 
yang diusulkan kepada Kepa la Desa melalui Sekrelarls Oesa 



(2) Sekrecruis D~sa melakukan verifika.si rcrhadap Rencana Anggarao Biaya 
(RAB) yang diusu lkan sebagaimana dimaksud pada ayat (I). 

(3) Kepala Oesa melalui surat Keputusan Kepala Desa menyetujui Rencana 
Anggara,r, Bia ya (RAB) pelaksanaan kegia tan anggaran belanja tak 
terduga sesuai dengan verifikasl yang dUakukan oleh Sekretans Desa. 

(4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran bclanja tak terduga 
kcpada Camat atas nama Bupati paling lama I (saLU) bulan sejak. 
Keputusan Kepala Desa ditetapkan, dengan tembusan dJsampaikan 
kepada Dinas PMD. lnspektoral, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Pasal 62 

(I) Sctiap pengeluaran kas Dess yang menyebabka11 be ban atas anggaran 
Belanja Della dikenakan pajak sesuai deagan ketcntuan peraturan 
perundangan mengena.i perpajakan yang oorlaku. 

(2) Kaur Keuangan sebagai wajib pung,.,c pajak melakukan pemotongan 
pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I), 

(3) Pemotongan ~jak sebagaimana dimaksud pada ayat (2J meltputi 
pengeluaran kas Oesa atas beb:;m belanja pegawai, barang/jasa, dan 
modal 

(41 Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang 
dipungut sesUaidengan ketcntuan peraturao perundang-undangan. 

Pasal63 

Arus kas masuk dan arus ka.s .keluar sebaga.irnana dimaksud dalam Pasal 53 
dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 
29 dianggarkan dalam APBDesa. 

Pasal 64 

(1) Penerimaan pembiayaan dan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 ayal (2) buruf a dig,.,nakan untuk: 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasl pendapatan lebih kecil 
daripada realisasi belanja; dan 

b. mendanai kegiatan yang belum selesal atau lanjucan; 
SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagajmana 
dimaksud pada ayat (I) hurul' a merupakan perhitungan perkiraan 
penenmaan dari pelampauan pendapatan dan/atau pengbematan 
belanja tahun sebelumnya yang chgunakan untuk membiayai 
kegiatao-kegiatan yMg telab dJtetapkan dalam APBOesa tahuo 
anggaran berkenaan , 
S!LPA yang digunakan untuk mfndanai l(eglatan yang belum selesal 
atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurur b 
merupakan perhitungan riil dari anggaran d1111 kegiacan yang harus 
diselesaikan pada tab un angg111·an berikutnya. 
Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan 
kembali rancang1111 Ookumen Pelaksanaan Angggaran (DPA) untuk 
disetujui l<epala Oesa menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Lanjutan (OPAL) untuk mendanai kegiatan yang belum sclesai atau 
lanjur;an sebaga.imanJ) dimaksud pada ayat (1) huruf b. 
Kaur dan/atau Kasi pelaksana kcgiatan anggaran dalam mengajukan 
rancangan OPAi, scbagaimana dimaksud pada ayaL (4). Lerlebih dahulu 
menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan 
anggaran kepada Kepala Dcsa paling lam bat perte:ngahan bu Ian 
Desember tahun angga.ran berjalan. 



(6] Sekretaris Desa menguji kesesuaJ.an jumJah anggaran dan sisa 
kegiatan yang akan disahkan dalam OPAL.. 

(71 Dokumen Pelaksanaan Anggaran l-anjutan (OPAL) yang telah disetujuj 
menja<li dasar penyelesaian kcgiatan yang belum selesai atau lnnjutan 
pada tahun anggal'an bcrikut:nya.. 

Pasal 65 

(J) Pencairan dana cadangan sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 29 
huruf b dan pembentukan dana cadangan sebagaJmana dJmaksud 
dalam Pasal 30 huruf a dicatalkan dalam Calatan alAS L.aporan 
Keuangaa. 

(2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimaaa d!maksud pada 
ayat ( II merupakan peny1sihan anggaran dana cadang,m dalam 
rekening kas Desa 

(31 Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dilaraag digunakan untuk membiayaJ program dan kegjataa lain 
djluar yang telah rutetapkan daJam Peraturan Desa mengenai dana 
cadangfln. 

(qi Program dan keguuan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Dess 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) duaksanakan apabila dnna 
cadangan telah meacu.kupi untuk rnelaksanakan program dan kcgiatnn. 

(5) Dana cadangan sebagaimana dinlaksud pada ayat (4) dianggarkan 
pada penerimaan pembiayaan dalam APB Desa. 

Pasal 66 

(1) l'enyertaan modal seb0gaimana dimaksud daJam Pasal 30 buruf b 
dicat:at pada pcageluaran pembiayaan 

(2) Hasil keunrungan dari penyertaan modal sebagaimana d1maksud pada 
ayat (ll djmasukan sebagai pcndapatan asli Desa 

Bagian Ketiga 
Pcnatausahaan 

PasaI67 

(I) Penacausahaan keuangan dOakukan oleh Kaur Keuangan sebag;Li 
pelaksana fungsl kebendabaraan. 

(2) Penarausahaan sebagaunana dimaksud pada ayal (I) dilaku.kan dengan 
mencatac setlap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum 

(31 Pencataan pada buku kas umum scbagaima,ia dlmaksud pada ayat 121 
rutun,p setiap akhir bulan. 

(I) 

(I) 

(3) 

Pasal 68 

Kaur Keuangan wajib membuAI buku pembantu kas umum yang terdlri 
a:tas: 
a. buku pembanlU bank; 
b. buku pembantu paJak; dan 
c. buku pembantu panjA.r, 
Bulcu pcmoantu bank sebagaimana dimaksud pad• ayat Ill huruf a 
merupakan catata.n pencri:rnaan dan pengeluara.n meta.Jui rekenmg kas 
Desa 
Buku pe_mbamu pajak sebagsumana dimaksud pada ayat (I) huruf b 
merupakan cauu.an penerimaan potongnn pajak dan pengeluaran sc-tol'an 
pajak. 



} 

(4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar. 

Pasal 69 

Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara: 
a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten; 
b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor 

pos oleh pihak ketiga; dan 
c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak 

ketiga. 

Pasal 70 

(1) Pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan Rencana 
Anggaran Kas Desa (RAK) Desa yang telah disetujui oleb Kepala Desa. 

(2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara 
swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi 
pelaksana kegiatan anggaran atas dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) dan SPP yang diajukan scrta telah disetujui oleh Kepala Desa. 

(3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui 
penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada 
penyedia atas dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan SPP yang 
diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh 
Kepala Desa. 

(4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan 
secara langsung oleb Kaur Keuangan dan dikctahui oleh Kepala Desa. 

(5) Pengeluaran atas be ban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan 
kuitansi penerimaan. 

(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
ditandatangani oleh Kaur Keuangan. 

(7) Kuitansi pencrimaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) ditandatangani 
oleh penerima dana. 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 71 

Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 67 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris 
Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bu Ian berikutnya. 
Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaJuasi dan analisis atas Japoran 
sebagaimana dimaksud pad a ayat (I ). 
Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa 
untuk disetujui. 

Bagian Keempat 
Pelaporan 
Pasal 72 

(1) KepaJa Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester 
pertama kepada Bupati melalui Camat. 

(2) Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) terdiri dari: 
a . laporan pelaksanaan APB Desa; dan 
b. laporan realisasi kegiatan dan anggaran. 



(3) Kepala Oesa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa semeste1· pertama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan 
seluruh laporan sebagrumana d.imaksud dalam Pasal 60 paling lambat 
minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. 

Pasal73 

Bupati menyamprukan laporan koosotidasi pelaksanaan APBOesa kepada 
Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Oesa 
paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahuo berjalan. 

Bagian Kelima 
Pertanggungjawaban 

Pasal 74 

( l) Kepala Desa menyamprukan laporan pertanggungjawaban realisasi APB 
Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. 

(2) Laporan pertanggun gjawaban realisasi APBDesa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun 
anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

(3) Peraturan Oesa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa 
sebagrumana dimaksud pada ayat (2t disertru dengan: 
a . laporan keuangan, t.erdiri atas: 

1. laporan realisasi APB Desa; dan 
2. catatan atas laporan keuangan. 

b. Japoran realisasi kegiatan dan anggaran; dan 
c. daftar program sektoral, program dacrah dan program lrunnya yang ke 

Desa. 

Pasal 75 

(1) Laporan Pcrtanggungjawaban Rca!isasi APBDesa sebagaimana dimaksud 
dalam PasaJ 74 merupakan b-agian dari laporan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. 

(2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa 
kepada Menteri Dalam Nege.ri melal ui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan 
Oesa paling lambat minggu kcdua Bulan April tahun berjalan. 

Pasa176 

(1) Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama sebagrumana dimaksud 
dalam Pasal 72 dan Laporan Per tanggungjawaban Realisasi APBDesa 
sebagaimana dimaksud Pasal 75 diinformasikan kepada masyarakat melalui 
medja informasi. 

(2) lnformasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) paling sedikit memuat: 
a . laporan realisasi APB Desa; 
b. laporan realisasi kegiatan; 
c. kegiatan yang belum selesai dan/:atau tidal< terlaksana; 
d, sisa anggaran; dan 
e. alamat pengaduan; 

Pasal 77 

Format : 
a. Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan; 
b. Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
c. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Oesa; 
d. Format APB Desa; 



e. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa; 
f. Format Penjabaran APB Desa; 
g. Fol'mat Lembar Evaluasi APB Desa; 
h. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa; 
i. Format Peru bahan APB Desa; 
j. Rancangan Peraturan Kepala Desa ttg Penjabaran Perubahan APB Desa; 
k. Format Pcnjabaran Perubahan APB Desa; 
I. Format Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 
m. Format Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); 
n. Fol'tnat Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (OPAL); 
o. Format Rencana Anggaran Kas Desa (RAK) Desa; 
p. Format Laporan Perkem bangan Pelaksanaan Kegjatan dan Anggaran; 
q. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 
r. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) panjar; 
s. Format Pe.myataan Tanggung Jawab Belanja; 
t. Format Bukti Penyerahan Baran,g/ Jasa; 
u. Format Laporan Alcltir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran; 
v. Format Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (OPAL); 
w. Fo=at Buku Kas Umum; 
x. Format Buku Kas Pembantu Bank; 
y. Format Buku Kas Pembantu Pajak; 
z. Format Buku Kas Pembantu Panjar; 
aa. Kuitansi; 
bb. Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama; 
cc. Rancangan Laporan Keuangan Realisasi APB Desa; 
dd. Rincian Aset Tetap Desa; 
ee. Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun; 
ff. Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang masuk ke 

Desa; dan 
gg. Rancangan Laporan Pertanggu.ngjawaban realisasi APB Desa. 

Tereantum dale.ftt l..ampitan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BABV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 78 

(1) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa 
yang dikoordinasikan dengan APfP Daerah. 

(2) Dinas PMD melakukan pembinaaan dan penyusunan regulasi daerah 
mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa di wilayah Daerah. 

(3) Camat membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan 
Desa di wilayah Kecamatan masing-masing. 

BAB VI 
KETENTUAN t.ATN-LAIN 

Pasal 79 

( I) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya 
yang ditetapkan dalam APBDesa induk berdasarkan RKP Desa induk 
dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dilaksanak:an oleh penjabat Kepala Desa 
Persiapan. 



. , 

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban a lokasi biaya operasional dan biaya 
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peratUJ'8.J1 perundang-undangan. 

Pasal 80 

Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau 
pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan. 

BABVIl 
PENUTUP 

Pasal 8 1 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rejang 
Le bong Nomor 25 Tahun 2015 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa, dfoabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 82 

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong. 

Ditetapkan di Curup 
Pada tanggal 25" ,wS,va,,..· 2019 

Diundangkan di Curup 
Pada tanggal ,s "fil,r,,e1,..· 2019 

SERITA DAERAH KABUPATEN REJANO LEBONO TAHUN 2019 NOMOR 5 l 0 
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LAMPIRAN 
PERATIJRAN BUPATI REJANG LEBONG 

NOMOR .5 .. TAHUN 2019 
TENTANGPENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

A. Format Kode Rekening 
A.I . Daft.Ir Kode Rekenlng Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan 

Kode 
BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Rekenlng 

1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 

l 1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasllan Tetap, Tunjangan dan 
Operasional Pemerintahan Desa (Makslmal 30 0/o untuk keglatan 1-7) 

l 1 01 Penvediaan Pennhasi/an Tetap dan Tun"'-•n Ken•/a Desa 
1 I 02 Pen= taan tl,,nnhasilan Tetan dan Tun;•=•n Perannkat Desa 
1 1 03 Pe'""" iaan Jaminan Sos/al"""' Kena/a Desa dan Perannkat Desa 
1 I 04 Pen= iaan O= raslonal Pemertntah Desa 1.4 Tl(, Honor PKPKD dan PPKD dl/J 
1 1 05 Penvediaan Tununn•n BPD 
1 1 06 Penvediaan Ot"'raslonal BPD Ira=• ATK. Makan Minum Paka/an Seran•m Listrik di/) 
1 1 07 Penvediaan InsentiflO.== .. onal RfJiiW 
1 1 90 Penvediaan Tunjangan lKD 
1 1 91 PenW>rllaan Tun'-"nnan LAD 
1 2 Sub Bldanc Sarana dan Prasarana Pemerlntahan Desa 
I 2 01 Pen=iaan Sarana l'ASet Tetan I Perfamto,an1Domerfntahan 
1 2 02 Pemelihaman Prasarana KiJntor Desa 
1 2 03 Pem/Jannunan Prasarana Kantor Desa 
1 2 90 Rehabifitasi Prasarana Kantor Desa 
1 2 91 Peningkatan Pem/Ja= unan Gedu"" Prasarana Kantor Desa 
1 2 92 Pemeliharaan tfan Perawatan """"unan/Aset Desa 

1 3 Sub Bldang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Slpll, Statlstlk dan 
Kearslft>n 

l 3 01 Pefa,c,nan Admlnistrasi Umum tfan Ken•ndudukan 
1 3 02 Pen=~unan Profit Desa 
1 3 03 Pef"Y'/olaan Admlnstrasi dan Kearsi"'n Pemerfntahan Desa 
1 3 04 Penyu/uhan dan Penyadaran Ma=rakat tentann Kependudukan dan Cao/I 
I 3 05 Pemetaan tfan Analisis Kemiskinan Desa seCiJra Partisi"'/ff 
1 3 90 Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa 

1 4 Sub Bidann Tata Praia Pemerintahan Perencanaan Keua-an dan Pela-ran 
I 4 01 Penw>/ennnaraan Mu~•awarah Perencanaan De<>1Pem/Jahasan APBDes {Rpnu/er 
1 4 02 Pen=len=araan Nu=waran Desa LalnnvatNusdus. rem>vm desa Non R,,nu/er 
I 4 03 PenvUSIJnan Dokumen PerencanaJJn Desa IRPJMDesa/RKPDesa di/) 
1 4 04 Penvusunan Dokumen Keuanaan Desa fAPlJDes AP8Des Perubchan LPJ d!IJ 
1 4 05 Penne/olaan Administrasil Jnventarisa•UPenilaian Asel Desa 
I 4 06 Pen"'"'Unan Kebi"'kan Desa IPerde<IPetf<ades selain PerencanaJJn/KeuannanJ 
I 4 07 Pen"'"'Unan Lannran Kena/a Oesa, LPPDesa dan Jnformasl Ket""a M;,=arakat 
1 4 08 PennomtJann•n Sistem lnformasi Desa 
I 4 09 Koordlnf'dtKr~~-ma Pen araan PemetintiJhan & PembaMunan Desa antar Desa 
1 4 10 Dukunn>n & Soslallsasi PelaksanaJJn Pilk~ Pemilihan Ka. Kewllavahan & BPD 
I 4 II Pen~ran Lomba antar Kewifavahan & Penn/riman Kono·=n dim Lomdes 
I 4 90 Koordinasl Penyelenggaraan Pemerfntahan & Pembangunan Desa dengan 

Kecamatan'KiJbu"•ten 
1 4 91 KPri.=ma Pen=le~•raan Pemerlntahan & PembannuniJn Desa de=n Pihak Kell"' 

I I 5 I I Sub Bidann Pertanahan 
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l 5 01 SettifikiJS/ Tunah KiJS OeSiJ 
l 5 02 MministraSi Pertan;Jhan {Pendii~ron Tanilh dan Pemoerian RegistraSi Agenda 

PertanilhiJnJ 
1 5 03 R1$ilitiJS/ 5ertifikas/ Tanah untuk Ma- 'iJrakat Miskin 
1 5 04 Kf"'ilJtan Medias/ Konllik Pertanahan 
1 5 05 Kpn/atun Penm•/uhan Perta/liJhan 
1 5 06 Mmlnstf'iJSI Pa1•k Sumi diJn 8a""unan IP88J 
1 5 07 PenentuiJ,vPenegasan Ba/iJs,IPatok ranah Kas Oesa 

2 BlDANG PElAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 
2 1 Sub Bldana Pendidikan 
2 l 01 Penye/enggaron PAUDjT/(/TPA,ITKAITPQ/Madrosah NonFormal Ml!ik Desa {Honor, Pakaian 

di!) 
1 02 Duku-•n Pen•"'/e"an•-n PAUO IA= SariJ/liJ PAUO dst1 

2 1 03 Penyuluhan diJn Pe/aUhan PenaKlikan ,..,,, MiJSyarakat 
2 1 04 Pemeliharaan Sarana PrasariJlliJ =-wakaan/Tam'iJn sacaa~'Sann"ar Bela'•r Nilik DeSiJ 
2 l 05 Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUOI . , , · .. , 1. vr,nn1Madrasah Nonfom,a/ MiHk DeSiJ 

2 l 06 Pembannunan Sarona/Prasarana PAUO/ TK/TP,. ✓1 "Madrasah Nonforma/ 

2 l 07 Pembangunan Sarana/Prasarona Perpustakaa,vTaman SaCiliJn Di,sa/ Sanggar 8eloj8r Milik 
Desa 

2 I 08 PellQe/OliJ'iJn Perpustakaan Millk Oesa IPennadaan IJvku, Honor, Ta man lJaca J 

2 1 09 PenaembiJnnan don Pemb!naan Sa=ar Senf dan Sela"r 
2 1 10 Duku-an Pendldlkan n=/ Siswa Miskin/Semrestast 
2 1 90 Rehablti~''°eninnkatan SafiJll•'Prasaro/liJ PAUOI 1 ✓ 1 ""'Madrasah Nonlormal 

2 1 91 Reha/J/11/asi/Peningkatan SaramvPrasafilna Perpl/$lakaa,vTaman SacaanjSanggar SeilJjar 

2 1 92 
Milik DeSiJ 

n A!at Pe=a Edukatif lAPE' PAUO/ IK/JP,., 'I, 'Madrasah Nonforma/ 

2 2 Sub Bldann Kesehatan 
2 2 01 Penve/ennnaroan Pos Kese/Ja@n =Pollndes M!lik Desa tobat lnsentif, KB dsbJ 

2 2 02 Penvefennnaraan Po=ndu (Mkn Tambah'iJn. K/s Bumll Lamslo, lnsentifl 

2 2 03 Penyuluhan dan PeilJtlhan Bidong Keseh'iJtan {Untuk Masy, Tenaga diJn Kader Kesehatan 
dl!J 

2 2 04 Penve/enan•roan Desa Sia"' Kesehatan 

2 2 05 Pembinaan Pafung Me,ah Rem'iJj/1 {PMRJ Tinn*af Oesa 

2 2 06 Penoasuhan 8el$8ma a/iJu Bina Kelual{JiJ Balita IBKB) 

2 2 07 Pemb/n;Jan don Pen"'wasan Ur"'i1 Kesehatan Tradislonul 
2 2 08 Peme/ih'iJfiJi//1 Sarona Prasarana PomafldufPol!ndes/PKO 

2 2 09 Pembannunan Sarona Prasarana Posya_ndu/Polinde$/PKO 

2 2 90 =•daan Peralatan Kesehatan untuk P¥><vand1,,PolifldpctPKO 

2 2 91 Rehabilitasf/Peningka/i/n Sarana Prosamna Po=andu/Pol/ndf>C'PKO 

2 3 Sub Bidana Pekeriaan Umum dan Penataa n Ruano 

2 3 01 Pemeliharaan Jalan Desa 
2 3 02 Pemeliharoan la/an Limk'-an PemuklmantGann 

2 3 03 Pemeliharoan Jalan Usaha Tani 
2 3 04 Peme/iharaan Jemba@n Desa 
2 3 05 Pemel/haroan Prasarana la/an DeSiJ 7Gorono-nnronnlSe/okai1/PatitlDrofni1Se df/1 

2 3 06 Pemef/haroan Gedunn"""sarona Balai Desa/Bala/ Ke===rakatan 

2 3 07 Pemeliharaan Pem'i1kuman 15/lus SerseiarohtPed/asan Milik Oesa 
2 3 08 Pemeliharoan Embunn Mllik Oesa 
2 3 09 Pemelharaan MonumentGanuri!,IBatas Oesa 
2 3 10 PembiJnnunan Jalan DeSiJ 
2 3 11 PembiJnnunun Ja/an Linakunn•n Permukiman 
2 3 12 Pembannunan JiJlan Usaha Tani 
2 3 13 Pemba""unan Jembatan Mil/k Oesa 
2 3 14 Pem/Jannunan ProsaraniJ Jalan Desa (Goronn selokan dll) 
2 3 15 Pem/Jannunan Bala! lai Ke,...,,..,..,;arakatan 
2 3 16 PembiJnnu/liJn Pem'i1kaman Mifik ,,;;;;7Situs Serse"'rah Milik =•'Petilasan 
2 3 17 Pembuatan Peta Wi/avah diJn Sos/al Oesa 
2 3 18 Penvusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruano Oesa 
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2 3 19 Pembannunan Embunn Desa 
2 3 20 Pembamunan Monume!IIGa~•r.•m•tas Desa 

2 3 90 Pembukaan Sadan Ja!an Desa 

2 3 91 Perkerasan Jalan ' Ian U="ul)!}8!11Jalan Usaha Tani 

2 3 92 Rehabl/i'="=nimkatan Ja/an ,,_,'.la/an UrnJa,nn•" 'Ja!an /JsahaTani 

2 3 93 Rehabifitasi Jembatan Mll/k Oesa 

2 3 94 Rehabilitasi/Penfrnkatan Prasarana Ja/an Oesa (Gorono, selokan di/) 

2 3 95 Rehab/l1lasi/Penlr"katan Bala/ Desaj8alal Kema=rakatan 
2 3 96 Rehabili"""'Pen1nnkafan Em/Jul"' Desa 
2 3 97 Rehabllitasi/Penlf"'katan Monume!IIG.an""'Batas Desa 

2 4 Sub Bidano Kawasan Pennuklman 
2 4 01 OUkunn•n Pr!laksanaan Prnnram Pr!mbannunar>twehab Rumah rKJak Lii=k Hun/ GAKJN 

2 4 02 Pemeliharaan SUmur RJ!sa=n Milik Desa 

2 4 03 Pemefiharaan SUmber Air Bersih M/Qk Oesa 7t,1ali1 Air, Penamf'unn Air. SUmur 8or di/I 
2 4 04 Peme/lharaan Sambur'"n Air Berslh ke Rumah Tonnna iPl.""tsas/ dfli 
2 4 05 Pemeliharaan Sani/asi Pemuklman IGoronn,nnmnn Selokan. Parit di/uar PraSarana Jatan 11 

2 4 06 Pemellharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum di/ 

2 4 07 Pemeliharaan Fasf/1/as Pen=Jo/aan Sam----;:;>h Desa IPenam Bank Sam=h dll' 

2 4 08 Pemeliharaan Sistem Pembua"""n Air Limbah /Orainase. Air llmbah Rumah TannnaJ 

2 4 09 Pemeliharaan Tama!IITaman Bennaln Anak Mllfk Desa 

2 4 10 Pemba""unan Sumur Resa~n 
2 4 11 Pembanounan SUmber Air Bers/h Milik Oesa !Nata Air/Tandon Penamnunn•n Air Huiiiiil 

2 4 12 Pembannunan Sambunn•n Air Bersih ke Rumah n,nnna f Pfl'-'llisasl.1 

2 4 13 Pembannunan Sani/JJSi Permukiman ,onn Sefokan. Patit dlluar nrasaraniJ ;,fan ' 

2 4 14 Pembangunan FasHitas Jamban Umum/MCK umum, di! 

2 4 15 Pemba1•nunan Fasilit.as Per-lolaan Samn•h IPena~unn•n Bank sa==hl 

2 4 16 Pemb;r-unan Sistem Pem/Juann•n Air Umbah Rumah Ta= 7 orainasel 

2 4 17 Pem/Jannunan Tarw"aman eermatn Anak Milik Desa 

2 4 90 Reha/Jilita"""'nWka/iJn Sumur Resapan 
2 4 91 Rehabllltasi/Pef//ngkat.an Sum/Jer Air Berslh MIik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air 

HuianJ 
2 4 92 Rehabl/itasijPen/Mkatan Sam/Jungan Air Sersih ke Rumah Tannna (PfpaniSaSIJ 

2 4 93 Reha/Ji/itasii/Peningkatan Sanl/JJSi Permukiman (Gorong-go,oog, Selokan, Patit diluar 
nrosarana in/an) 

2 4 94 Rehab/litasi/Peni""katan Fasilitas Jamban umum/MCK umum, di/ 

2 4 95 Reha/Jilitasl/'"'llinnkatan Fasili/as Pen·=/o/ailn Sam=h f Penaintiun""II. Bank Sam=iii 

2 4 96 Reha/Jilitasi/Penin,katan Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga tOrainase) 

2 4 97 Rehabllitasi/Pen/nokatan Tamann am.an Sennain Anak Mlllk Desa 

2 5 Sub Bidano Kehutanan dan Lingk.un~an HlduD 

2 5 01 Pl"""'biaanHutanMmktJesa 

2 5 02 ,,;;nn•/olaan Unnkunn•n H."" '" M!lik Desa 

2 5 03 Pelatihan"-'>siiJ/isas/fPen.,,,fu/Jan,=n=daran tentann Unnk1=an Hiduo 

2 5 90 PeltJtJhantc:,,siiJ/isasilPen•· -luflanlPenvadaran tentann Kehutanan 

2 6 Sub Bldana Perhubungan, Komunikasl, clan lnfonnatika 

2 6 01 Pembuatan Ram/Ju-ram/Ju di Jalan lJesa 

2 6 02 Penye/e_nM11raan Infonnasi PIJb//k Oesa (Poster. Papan Inlormast Baliho 0111 

2 6 03 Pembuat.an dan "····'olaan Jarif"'a-"nstalasf Komunlkasl dan Inlonnasl lokal Oesa 

2 6 90 Penge/o/aan dan pengembangan Komunikasl E-Govemment (Pemerfntahan Basis 
Elektronik) 

2 7 Sub Bidang Enem I clan Sumber O.ava Mineral 

2 7 01 Peme/1/haraan Sarana dan Prasarana £,.,..,; Altematff oesa 
2 7 02 Pembannunan Sarana & Prasarana Er•-! Alternatlf Oesa 
2 7 90 RelhJbllitasi/Peflingkatan Sarana & Prasarana Energl Altematif DeSa 

2 7 91 Pe faan usaha Pertambann•n Ra'"'at untuk Penirnkatan Ekonomt oesa 

2 7 92 Pemantauan dan Penerti/Jan Perlambaf"'an Tan= Inn Resmi f PmJ 
2 7 93 Pemantauan dan Penertiban Keg/at.an Ra..,,.t -nn Berpotensl mefl/SiJk ungkungan 
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2 8 Sub Bidann Pariwisata 

2 8 01 PemellhariJiJn Sarana dan Prasarana Parlwisata Mink Desi1 

2 8 02 Pem/Jannunan Sarana dan Prasarana Panwisata M!llk Desi1 

2 8 03 Pe1=banoan Pariwisata nr~kat Desi1 

2 8 90 Rehabilit•N1Peninnkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa 

2 8 91 Penge!olaan Pari1'1isata BeriJasls Pem/JerdayiJiJn Komunltas LD!cal {Kelompok 8udayi1/Adat) 

2 8 92 Pengembangan/Pemanfaatan Lokasl Situs Berse}orah Desa/Potensl Pariwisata Desi1 

2 8 93 Pemanfaatan dan Penge/oliJiJn SUmberdaya Pariwisata s«ara Ramah Lingkungan 
tekowisata) 

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 

3 1 Sub Bldang Ketenteraman, Ketertlban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 

3 1 01 Pengadaatj/Penye/enggafi1n Pos Keamanan Desa 

3 1 02 Penguatan & Peningkafgn Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban (Satgas Linmas) 

3 1 03 Koordinasi Pemblnaan Keamana11, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala u,kal Desa 

3 1 04 Persfan~n Kesia , , annnao Bencana Sk.iJ!a Lokal Desi1 

3 1 05 Penyed/aan Pos Kesiapsiagaan eena,na SkiJ/a Lokal Desa 

3 1 06 8/1ntuan Hukum Vntuk Aparatur oesa dan Masyarakat Mls/dn 

3 I 07 Pelaohan/Penyu/uhan/SOsialisasl kepada Nasy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. 

3 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 

3 2 01 Pemb/11i1i1n Group Kesenian dan Ke/JudayiJ/Jn Tingkat Oesa 

3 2 02 Pengiriman Kon/ingen Group Kesenlan & Ke/JudiJyaan (Wak/1 Oesa tkt. KeqKab/Kot) 

3 2 03 Penyelenggar_an festival Kesenlan Ada/ dan Ke/JudayiJiJn Desa /Peringafpn Harl Besar) 

3 2 04 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa 

3 2 05 Pembangunan Sarana Prasarana Kebudayaan dan Rumah Adat Mllik Desi1 

3 2 90 Rehab///fgsi Sarana Prasarana KebudayiJiJn dan Rumah Ada/ Milik Desa 

3 2 91 Pemblnaan dan Penguafgn Keagamaan oleh Perangkat Agama {Kader Risma Desa) 

3 2 92 Penye/enggaran Kegiatan Keagamaan dan Kerohanian Desa {Tab/igh Akbar) 

3 3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 

3 3 01 Pengirirnan Kontin{}en Kepemudai!n & Olahraga SebiJgai Wakil Oesa tkt KeqKa/J/ KOfg 

3 3 02 Pen,,,,fengga_raan Pemblf1i1/1n dan Sosialisasi =t Kpn,,mudiJiJn Tlnakat Desa 

3 3 03 Penye!enggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan 0/araga Tingkal Desa 

3 3 oq Pemetiharaan Sarana dan Prasarans Kepemudaan dan 0/ahraga M/1/k Desa 

3 3 05 Pengadaan Sarana dan Pmsrana Kepemudaan & 0/ahraga M/Dk Oesa 

3 3 06 Pembif1i1i1n Karang Tsru,WKJub Kepemudaan/Olshraga Tingkat oesa 

3 4 Sub Bldang Kelembagaan Masyarakat 

3 q 01 Pembinaan Lembaga Adat {BMA Desa) 

3 q 02 Pembinaan LKMO/LPM/Lf'f>fO 

3 4 03 Pemb/naan PKK 
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3 4 04 Pelatihan Pembina,m Lembaga Kemasyarakatan 

3 4 90 Penyediaan Operas/anal Petf<anwran LKD 

3 4 91 Penyedlaan OperaskJnal Perkanwran IAD 

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

4 1 Sub Bldang Perikanan 

4 1 01 Peme/lharaan Karamba/Kolam Perikanan Dara/ Milik Oesa 

4 1 02 Peme/iharaan Pe/abuhan Perikanan Suf1{JiJi/Kedl Millk Desa 

4 1 03 Pembangunan KarambajKo/am Perikanan Darat Milik Desa 

4 1 04 Pembangunan Pelabuhan Perikanan Suf1{JiJJ/Kecil Milik DeSa 

4 1 OS Bantuan Per/kanan (Bibil/Pakan/dll) 

4 l 06 8imtek pengenalan TTG untuk Perikanan Daral/Nelayan 

4 1 90 Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Ko/am Perikanan Oarat Milik Oesa 

4 1 91 Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan SUl1{JiJi/Kecil Millk Oesa 

-~ 
4 2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 

4 2 01 Peningkatan Produksi Tanaman Paf1{JiJn (a/at produksijpengefo/aar,/penggilif1fliJl1) 

4 2 02 Peningkatan Produksf Petemakan (ofat produksi/pengefo/8ar,/kandang) 

4 2 03 Penguatan Ketahanan Paf1{JiJn T/ngkat Oesa (Lumbung Desa dfl) 

4 2 04 Peme/iharaan Safuran Ir/gas/ Tersier/Sederhana 

4 2 05 Bimtek Pengenafon TTG untuk PeftiJnlan/Petemakan 

4 2 90 Pembangunan saturan lrigasi Tersier/Sederhana 

4 2 91 Rehabi/itasl/Penlngkatan 5aluran lrigasi Tersier/Sederhana 

4 3 Sub Bldang Peningkatan Kapa.sitas Aparatur Desa 

4 3 01 Penlngkatan Kapasrtas Kepa/a Oesa 

4 3 02 Peningkaton Ki,patitas Perangkat Desa 

4 3 03 Peningkatan KiJpasitas BPD 

4 3 90 Peningkatan KiJpasitas Aparatur Oesa antar Desa melaful FotUtn Ketjasama Antar Desa 

4 4 Sub Bldang Pemberdayaan Perempuan, Perilndungan Anak dan Keluarga 

4 4 01 Pelatihan dan Penyuluhan Pem/Jettfayaan Perempuan 

4 4 02 Pelatihan dan Penyuluhan Pelfinduf1{JiJl1 Anak 

4 4 03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyendang DisiJbilitaS) 

4 5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

4 5 01 Pe/a/Jhan Manajemen Koperasl/KUD/UMKM 

4 5 02 Pengemban[JiJn Sarena Prasarana Usaha Mikro, Keci~ Menen!}iJh dan Koperasi 

4 5 03 Pengadaan Teknologl Tepat Guna Unluk Pengembaf1{JiJn Ekonoml Pedesaan Non PeftiJn/an 
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4 6 Sub Bldang Dukungan Penanaman Modal 

4 6 01 Pembentukan 81/N Desi/ (Pe/$/apan dan Pembentuk,,n Awai 8/JNDesa) 

4 6 02 Pela//han Penge/olaan 81/M Desa (Peli!l//han yg dllok;anakan ofeh Pemdes) 

4 7 Sub Bldang Perdagangan dan Perindustrlan 

4 7 01 Pemeliharadn Pasar Desa(Klos N/1/k Desa 

4 7 02 Pem/Jangunan Pasar Oesa/Kfos Mi/ik Desa 

4 7 03 Pengembangan Industri Kedf Tingkat lJesa 

4 7 04 Pembentukan Pendamping;,n Kelompok Usaha Ekonomi Produktif 

4 7 90 Reha/Jililasi/Peningka/i1n Pasar Desa/Kios Nilik Oesa 

4 7 91 Pelaffhan Kelompok Usaha Ekonoml Produktif 

5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK 
DESA 

5 I Sub Bldang Penanggulangan Bencana 

5 I 00 Kegiatan Penanggulanan Bencana 

5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 

5 2 00 Penanganan Keadaan Darurat 

5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak 

5 3 00 Penanganan Keadaan Mendesak 
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f:!..2. Daftar Kode Rekenlng Pendapatan, BelanJa, d~11 Pembll'l\'11011 

-
Kode 

Rekenl= 
Urnlnn 

a b C d -~-
4 PENDAPATAN --
4 1 Pendapatan Asll oesa 

--
4 1 I Hasll Usaha ---
4 1 I 01 Bagi HiJSII 8/JNDes 

4 1 I 90 la1i1-/ai11 Hilsil Us,1/lil DeS<1 -
4 1 2 HasllAset -
4 1 2 01 Pengelo/aan Tam1h Kos Desa 

4 1 2 02 Tambatan Pera/Ju 

4 1 2 03 PasarOesa -
·.~ 4 - 1 2 04 Tempat Pemandian Unwm - -

4 1 2 05 Jartngan Irtgast Desa -
4 1 2 06 Pelelangan lkatl Mi/lk oesa 

4 1 2 07 Has/I KiOS Nilik Oesa 

4 1 2 08 PemanfaafiJn Sarana/Prasarana Olahraga 

4 1 2 90 Lain-lain Hast! Aset oesa 

4 1 3 Swadaya, Partlsipasl clan Gotong Royong 

4 1 3 01 Hasil Swaday/1, Partislpasi dan Gotor,g Roycng 

4 1 3 90 Lain-lain Swadaya, PartiSipasJ dan Gotong Royong 

4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asll oesa ,, 4 1 4 01 Hasil PUngufiJn Desa 

4 1 4 90 Lain-lain PendapaliJn Asif DeS<J 

4 2 Transfer 

4 2 1 Dana Desa 

4 2 I 01 oanaOesa 

4 2 2 Baglan darl Hasll Pajak dan Retrlbusi Oaerah Kabupaten/kota 

4 2 2 01 Bagi Has/I Pajak dan Retrtbusl oaer11h Kabupaten/Kota 

4 2 3 AJokasl Dana Oesa 

4 2 3 01 Alokas/ Dana oesa 

4 2 4 Bantuan Keuangan Provinsi 

4 2 4 01 Bantuan Kewngan dari AP8O Provins/ 

4 2 4 90 Lain-lain Bantuan Keuangan AP8D Provins/ 

4 2 5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 

4 2 5 01 Bantuan Keuangan dart APBD Kabupaten/Kota -
4 2 5 90 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBO K,1b11pate,vKo/il 

-
4 2 6 Bantuan Keuangan APBN /Pemerintah 
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4 2 6 01 Bantuan Keuanqan dari APBN /Pemerintah 

4 2 6 90 Laln·/aln Bantuan Keuangan dari APBN /Pemerintah 

4 3 Pendapatan lain-lain 

4 3 1 Penerimaan darl Hasll Kerjasama antar Oesa 

4 3 1 01 Penerlmaan dari Has/I KerfeSarM antar Desa 

4 3 2 Penerimaan darl Hasll Kerjasama Oesa dengan Pihak Ketiga 

4 3 2 01 Penerimaan darf Has17 Ke/jMarM Oesa dengan Pihak Ketiga 

4 3 3 Penerimaan dart Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa 

4 3 3 01 Penerfmaan darf Bantuan PettJSlJhaan yang berlokasl di Oesa 

4 3 4 Hlbah clan sumbangan dari Pihak Ketiga 

4 3 4 01 Hibah dan s/Jf11bangan dari Plhak Ketiga 

4 3 5 Koreksi Kesalahan BelanJa Tahun·tahun Sebelumnya 

4 3 5 01 Pengem/Jalian Be/anja Tahun-tahun Sebelumnya 

4 3 6 Bunga Bank 

._, 4 3 - 6 01 8unga8iJnk 

4 3 9 Lain-lain pendapatan Desa yang sah 

4 3 9 90 l.iJfn•lain pendiJpatan Oesa yang sah 

5 BELANJA 

5 1 Belanja Pegawai 

5 1 1 Penghasilan Tetap clan TunJangan Kepala Desa 

5 1 1 01 Penghasi/an Tetap Kepafa Oesa 

5 1 1 02 Tunjangan Kepala Oesa 

s 1 1 90 Penerimaan lain Kepala Desa yang 5ah 

5 1 2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 

, •. ,) 1 .. 5 1 2 01 Penghast/an Tetop Perangk8t Desa 

5 1 2 02 Tunjangan Perangkat Desa 

5 1 2 90 Penerimaan Lain Perangkat Oesa yang sah 

5 1 3 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 

5 1 3 01 Jamif/iJn Kesehatan Kepa/a Desa 

5 1 3 02 Jamimm Kesehatan Perangkilt Deso 

s 1 3 03 Jaminan Ketenagaketjaan Kepa/8 Desa 

5 1 3 04 Jamff/iJn Ketef/iJgaketjaan PeranglaJt Oesa 

s 1 4 TunJangan BPD 

5 1 4 01 Tun}angan Kedudukiln BPD 

5 1 4 02 Tunjangan Kinetja BPD 

5 1 5 Tunjangan LKD 

5 1 5 90 Tunjangan Keduduk.in PKK Tlngk.it Oesa 

5 1 5 91 T unjangan Keududukan Perangkilt Agama 

5 1 5 92 Tun_jangan Kedudukan LKND/LPND 

s 1 5 93 Tunjangan Kedudukan Karang Taruf/iJ 



5 1 5 94 Tunjangan Kedudukan Posyandu 

5 1 5 95 Tunjangan Kedtldukan Sa/gas L/nmas OeSo 

5 1 6 Tunjangan LAO 

5 I 6 90 run}angan Kedtldukan BMA Desa 

5 2 Belanja Barang dan Jasa 

5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 

5 2 I 01 BelanJ;J A/at Tillis Kantor dan Benda Pos 

5 2 I 02 Be/anja Perle(!gkapan Alat·alat Listrik 

5 2 I 03 Be/anja Perlengkapan A/at Rumah Tangga 4an Bahan KebelSihan 

5 2 1 04 Be/anja &han &kar Nlnya/(/Gas/Isi Ufang· TablJ11g Pemadam 
Kebakaran 

5 2 1 05 Belan]a Barang Cetak dan Penggandaan 

5 2 1 06 Belanja &rang Konsumsl (Noka,VN/num) 

5 2 1 07 Belanja &han Material 

5 2 1 08 Be/anja Bendera/Umbuf-umb/,1{/Spanduk 

• 5 2 1 09 Belanja Pakalan Dlnas/Seragam/Atribut 

5 2 1 10 Be/an}a &han Obat-obatan 

5 2 1 11 Be/anja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan 

5 2 1 12 Be/anja Pupuk/Obat·obatan Pertanian 

5 2 1 90 Belonja Barang Pakal Habis 

5 2 1 91 Belanja Cetak Foto/Ookumentasi Kegiatan 

5 2 1 93 Be/anja Barang Perlengkapan Lainnya 

5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 

5 2 2 01 Be/anja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 

5 2 2 02 BelanjJ Jasa Honorarium Pemban/11 Tugas Umum Oes/j/Operator 

,: 5 2 2 03 Belon}a Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan oesa 

5 2 2 04 Be/anja Jasa Honorarium Tenaga A/1/1/Profesi/KonslJ!ta,VNarasumber 

5 2 2 OS BelanJ;J Jasa Honorarium Petugas 

5 2 2 90 Belanja Jasa Honorarium / Upah Harlan Or;,ng Kerja 

5 2 2 91 Be/anja Jasa Honorarium KiJder Teknis Desa 

5 2 2 92 Be/anja Jasa Honorarfum Tenaga Konsu/tan Perencanaan 

5 2 2 93 Belanja Jasa Honorarfum Tenaga Teknis Pengawasan 

5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 

5 2 3 01 Be/anja Petjalanan Dlnas Da/am Kabupaten/Kota 

5 2 3 02 Belonja Petjalanan Oinas Luar Kabupate,VKota 

5 2 3 03 8elanJ;J Ku= Pe/alihan 

5 2 3 90 Belanja Petja!anan Dinas Dalam Kecamatan 

s 2 3 91 Be/anja Perja/anan Dinas Lainnya 

s 2 4 Belanja Jasa sewa 

5 2 4 01 Be/anja Jasa Sewa Banguna,VGedung/Ruang 



5 2 4 02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan l<.intor 
-5 2 4 03 Bekmja Jasa Sewa Sarana Mo/Jllifils 

s 2 4 90 Belan]a Jasa Sew;, Pera/utan Elektronik /Sound SystenvProyektor 

5 2 4 91 BelanJa Jasa Sewa Perlengkapan Adal/Paka/an Adal/Kesenlan 

5 2 4 92 8elunjJ Jasa Sewa Ala/ Beral/Dump Truclt/COlt Diesel 

5 2 4 93 BelanjiJ Jasa Sewa Perlengkapan Lalnnya 

5 2 5 BelanJa Operaslooal l'el1<antoran 

5 2 5 01 Belenja Jasa Langganan Listrik 

5 2 5 02 8elanja Jasa Langganan Air 8ersih 

s 2 s 03 8elanja Jasa Langganan MajalatVSUrat Ka/Jar 

s 2 5 04 Belanja Jasa Langganan Telepon 

s 2 5 OS 8e/anja Jasa Langganan lntemet 

5 2 5 06 8elanja Jasa Kurir/l'Os/Giro 

5 2 5 07 Be/an]a Jasa PerpanjJngan ljlll/Pajak 

.. . 5 2 5 90 8e/anja Operasional PerkiJntoran l~nnya 

5 2 6 Belanja Pemellharaan 

5 2 6 01 Belanja Peme/1/,ariMII Nesin dan Peralatan Bera/ 

5 2 6 02 8elanjiJ Pemeliharaan Kendaraan 8em,otor 

5 2 6 03 Be/anjJ PemelihariJlJ/1 Peralatan 

5 2 6 04 8elanja Pemeliharaan Bangunan 

5 2 6 05 Belanja PYneliharaan Jalan 

5 2 6 06 Belanja PemelihariNJn Jembatan 

5 2 6 07 8elanjJ Pemeliharaan lri[lilSi/Saluran Sunga{/Embung/Alr Bersih, 
i>rfl""'n Air Um/Jah. Persam--han di!' 

5 2 6 08 Belanja Pemeliharaan Jarlngan dan lnsta/asl {Listrfk, relepon, lntemet, .. Komunikilsi d//l ,.., 5 2 6 90 BelenJa Peme/iharaan Lainnya 

5 2 7 Belanja Barang dan J~ yang Olserahkan kepada Masyarakat 

5 2 7 01 Be/anja 8ahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat 

5 2 7 02 8e/anja Bantuan Mesjn/Kendaraaan /Jermotor/Peralatan yang 
diserahkan ke masvarakat 

5 2 7 03 Belan]a Bantwn eangunan yang diserahkan ke masyarakat 

5 2 7 04 Belanja Beasiswa Berprestasf/Masyarakat Miskin 

5 2 7 05 Belan]a &ntuan Bibi/ TaMma,VHewafl/lkan 

5 2 7 90 Belan}a Barang dan Jasa yang Diserahkan kepoda Masyarakat Lalnnya 

5 3 Belanja Modal 

5 3 1 BelanJa Modal Pengadaan Tanah 

5 3 1 01 Belanja Modal Pem/Je/Jasan/Pembelian Tanah 

5 3 1 02 8e/anja Modal Pem/Jayaran Horarfum 77m Tana/J 

5 3 1 03 Belanja Modal Pengukuran dan SerUfikasj ranah 

5 3 1 04 • 8elan}a Mod/JI Pengurukan dan Pematangan Tanah 

5 3 I 05 8elanjJ MOdal Perja/anan Pengad.3on Tanah 



5 3 1 90 Belanja Modal Peng;Klaan Tanah lainnya 

5 3 2 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 

5 3 3 01 Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Keglatan {PM) 

s 3 2 02 Belan}a Modal Peralatan Elektronik dan Alat S/JJdio 

5 3 2 03 Belanja Modal Peralatan Komputer 

5 3 2 04 Belanja Modal Peralatan Me/Jelair dan Aksesoris Ruangan 

5 3 2 05 Belanja Modal Peralatan Dapur 

5 3 2 06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur 

5 3 2 07 8elanja Modal Peralatan Rambu-rambq/Patok Tanah 

s 3 2 08 Belanja Modal Peralatan Khus/JS Kesehatan 

5 3 2 09 Belanja Modal Peralatan KhuSIJS Pertania,VPetefl1iJkafl/Perikanan 

s 3 2 10 Belanja Modal Mes/n 

5 3 2 11 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 

5 3 2 90 Belan}a Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat lafnnya 

-~ s 3 3 Belanja Modal Kendaraan 

5 3 3 01 Befanja Modal Honer Tim PengiJdaan (Kendaraan) 

5 3 3 02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor 

5 3 3 03 Belanja Modal Kendaaran Darat Tidak Bermotor 

5 3 3 04 Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor 

5 3 3 OS Belanja Modal Kendaraan Air Tldak Bermotor 

5 3 3 90 Belanja Modal Kendaraan lainnya 

5 3 4 BelanJa Modal Gedung, Bangunan dan Taman 

5 3 4 01 Belanja Modal G/!dung, Bangumn, Taman -Honor Pelaksam Keg/atan 

5 3 4 02 Belanja Modal G/!dung, Bangumn, Taman - Upah Tenaga Ketja 

1 5 3 4 03 Befanja Modal G/!dung, Bangumn, Taman - Bahan Baku/Matelial 

5 3 4 04 Be/anja Modal G/!dung, &ngunan, Taman • Sewa Peralatan 

5 3 5 Belanja Modal Jalan/ Prasarana Jalan 

5 3 5 01 Belanja Modal Ja/an -Honor Tim Pelaksana Kegiatan 

5 3 5 02 Be/anja Modal Jalan • Upah Tenaga KetJa 

5 3 5 03 Be/anja Modal la/an • &flan Baku/Materfal 

5 3 5 04 Be/an}a Modal Jalan -Sewa Pera/an 

5 3 6 Belanja Modal Jembatan 

5 3 6 01 Belanja Modal Jembatan -Honor Pelaksam Kegiatan 

5 3 6 02 Be/anja Modal Jembatan • Upah Tenaga Ketja 

5 3 6 03 Be/anja Modal Jembatan -&han Bak,rMaterial 

5 3 6 04 Bel;,nja Modal Jembatan · Sewa Pera/atan 

5 3 7 BelanJa Modal lrigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air 
Umbak'Persam-·han 

5 3 7 01 Belanja Modal /rlgasf/Embung/Drainase,ld/1 -Honor Tim Pelaksana 
Kr"'iatiJn 

5 3 7 02 Belanja Modal lr/gas//Embung/DraimJS~d/1 - Upah Tenaga Ketja 



5 3 7 03 Belanja Modal lrlgasl/Embung/Oralnase/dll • 8ah8n Baku/Nater/al 

5 3 7 04 Belanja Modal lrlgasi/Embung/Dralnasejd/1 - Sewa Pera.Iatan 

5 3 B Belanja Modal Jaringan/lnstalasl 

5 3 B 01 Belanja Modal .li1ringan/1ns/1Jlas/ • Honor Tim Pelak.sana Kegiatan 

5 3 B 02 BelanjJ Modal Jaringa,v'lnstalasf. Upah Tenaga Kerja 

5 3 8 03 Belanja Mo<J;JI .liJringa,v'fnsf;J/asf · Bahan Baku/Material 

5 3 8 04 Belanja Modal Jarlnga,v'lnsta!asf • Sewa Peralatan 

5 3 9 Belanja Modal lainnya 

5 3 9 01 Belanja KhUstJS Pendidikan dan Perpustakaan 

5 3 9 02 BelanjJ KhUstJS Olahraga 

5 3 9 03 Belanja N(xfa! Khusus Kesenia,v'Kebudayaa,v'Keagarnaan 

s 3 9 04 Be/anja Modal Tumbuh8,v'Tanaman 

5 3 9 05 Be/anja Modal Hewan 

5 3 9 90 BelanjJ Modal lainnya 

'~ 5 4 Belanja Tak Terduga 

5 4 1 Belanja Tak Terduga 

5 4 1 01 Belan]a Tak Terduga 

6 PEMBIAYAAN 

6 1 Penerlmaan Pembiayaan 

6 1 1 Sil.PA Tahun Sebelumya 

6 1 1 01 SILPA Tahun Sebelumnya 

6 1 2 Pencairan Dana cadangan 

6 1 2 01 Pencairan Dana cadangan 

6 1 3 Hasll Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 

·] V 6 1 3 01 Hasil Penjtmlan Kekayaan Desa yang Oiplsahkan 

6 l 9 Penerimaan Pemblayaan lilinnya 

6 1 9 90 Penerirnaan Pembiayaan lainnya 

6 2 Pengeluaran Pembiayaan 

6 2 1 Pembentukan Dana cadangan 

6 2 1 01 Pembentukan Dana OJdangan 

6 2 2 Penyertaan Modal Desa 

6 2 2 01 Penye,taan Modal Oesa 

6 2 9 Pengeluaran Pembiayaan lainnya 

6 2 9 90 Penge/uaran Pembiayaan /ainnya 



1 
B.1, Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Des-1 

' Menimbang 

., 
Menglngat 

KEPALA DESA ..... (Nama Desa) 
KEC/\MATAN ....... (Nama Kecamatan) 
KABUPATEN ........ (Nama Kabupaten) 

PERATURAN DESA ... (Nama Desa) 
NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANlA DESA 

TAHUN ANGGARAN .... 

DENGAN RAHMAT lUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA DESA (Nama Desa), 

:a.bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujuddari 
pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbukadan bertanggung 
jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuranmasyarakat Desa; 

b.bahwa Anggaran Pendapatan dan BelanJaDesa Tahun 
Anggaran .. .... termuat dalam Peraturan 

DesatentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
.... yang disusun sesuai dengankebutuhan 

penyelenggaraanpemerintahanDesa berdasarkan prinslp 
kebersamaan,efisiensl, berkeadllan, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan,dan kemandirian sehingga mendptakan landasan kuat 
dalammelaksanakan pemerintahan danpembangunan 

menujumasyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera; 
c. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimanadimaksud 

dalam huruf a clan huruf b, penu menetapkan Peraturan 
DesatentangAnggaran Pendapatandan Belanja Desa TahunAnggaran .... ; 

1. Undang•Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 
Undang•Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagalmana telah dlubah 
dengan Peraturan Pemerlntah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

J. Peraturan Pemerlntah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerlntah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerlntah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan 
Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 5694); 

4dst ............ . 



Oengan Kesepakatan Bersama 

SADAN PERMUSYAWARATAN OESA ... (Nama Desa) 
dan 

KEPALA DESA ......... (Nama Desa) 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :PERATIJRAN OESA TENTANG ANGGARAN PfNOAPATAN DAN BEi.ANJA OESA •..•.. . 
TAHUN ANGGARAN •.•.•....... 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Oesa Tahun Anggaran 
•••... dengan pertncian scl>agai berlkut: 

. , 

1. Pendapatan Desa 
2. Belanja Desa 

3. Pemblayaan Desa 
a. Penerimaan Pemblayaan 
b. Pengeluaran Pemblayaan 
Sellslh Pemblayaan ( a - b) 

Pasal 2 

Rp ........•....••... •.••.... 
Rp ...........••..•.......... 

Rp • •.....••....•••.•..•.... 
!\Q, .. , ... ...... ......... ... 
Rp . ...............•...•..• 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Oesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lamplran yang merupakan baglan tak terpisahkan dari Peraturan Oesa lnl: 

Pasal ~ 

Lampiran sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 2 memuat: 
a. APB Desa; 
b. daftar penyertaan modal, j ka tersedia; c.daftar dana cadangan, )ika tersedia; dan 
d. daftar keglatan yang belum dllaksanakan di tahun anggaran ~lumnya, jika acla. 

Pasal 4i 

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Penclapatan dan 
~ , ee,anja oesa sebagal landasan Ol)E!raslonal pelaksanaan Al'6Desa. 

Pasal s 

(I) Pemer1ntah Oesa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan 
darurat, dan mendesak. 

(2) Pendanaan keglatan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) menggunakan anggaran jenls belanja 
tldak terduga. 

(3) Pemerintah Oesa dapat melakukan keglatan pe,ianggulangan bencana, keadaan darurat, dan 
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan 
peraturan Oesa tentang perubahan APB Desa. 

(4) Keglatan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: 
a. bukan merupakan kegiatan normal darl aktMtas pemelintah Desa dan tidak dapat dlprediksi 

sebelumnya; 
b. Udak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. berada dlluar kendall dan pengaruh pemerintah Desa; 
d. memiliki dampak yang slgnlfikan terhadap an99aran dalam rangka pemulihan yang dlsebabkan 

oleh keJadlan yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan 
e. berskala lokal Desa. 

Pasal& 

Dalam hal terjadi: 
a, penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan; 
b. keadaanyang menyebabkan harus dllakukan pergeseran antar objek belanja; dan 



kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala 
Desa tentang Penjabaran APB oesa dan memberilahukannya kepada BPD. 

Pasal 7 

Peraturan Desa lni mulal berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setlap orang dapat mengetahul, memerlntahkan pengundangan Peraturan Desa lni dalam 
Lembaran Desa ... ...• (Nama Desa). 

' 

Ditetapkan di •.•.•.... ..•..••. ... 
pada tanggal •...•............... • 

KEPALA DESA .,(Nama Desa) 

landa tangan 

NAMA 

Diundangkan di ... 
pada langgal ... 

SEKRETARIS DESA .. , (Nama Desa), 

tanda tangan 

NAMA 

LEMBARAN DESA '" (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ... 
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13.1. Format Rancangan Peraturan Oesa tentang APB Desa 

·-~ 

Menimbang 

., 
Mengingat 

Menetapkan 

KEPAlA DESA ..... (Nama Oesa) 
KECAMATAN ....... (Nama Kecamatan) 

KABUPATEN ........ (Nama Kabupaten) 

PERATURAN OESA. .. (Nama oesa) 
NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BElANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN .... 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA DESA (Nama Desa), 

:a.bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud darl 
pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan 
bertanggung jawab untuk sebesar-besamya kemakmuran masyarakat 
oesa; 

b. bahwa Anggaran Peodapatan <fan Belanja oesa 
Tahun 

Anggaran ...... termuat dalam Peraturan Desa tentang 
Anggaran Pendapatan dan BelanJa Oesa Tahun Anggaran .... yang 
disusun sesual dengan'kebutuhan penyeleoggaraan 
pemerintahanDesa llerdasarl<.an prlnsip kebersamaan, efisiensi, 
berl<eadilan, berl<elanjutan, berwawasan lingkuogan, dan kemandirian 
sehingga mendptakan landasan kuat dalam melaksanakann 

pemerlntahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, 
makmur, dan sejahtera; 

c. bahwa berdasarl<an pertimbangan sebagalmana dlmaksud 
dalam hurof a dan huruf b, pertu menetapkan Peraturan Oesa tentang 
Anggaran Pendapatan don Belanja Desa Tahun Anggaran .... ; 

1 . .... . ; 
2 . .... . ; 
3 . .... .. 
4 ....... dan seterusnya; 

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa) 
dan 

KEPAlA DESA ......... (Nama Desa) 

MEMUTUSKAN: 

PEAATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BElANJA DESA ....... TAHUN ANGGARAN ..... 

j 
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Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
...... dengan perindan sellagai berikut: 

1. Pendapatan Desa 
2. Belanja Desa 

3. Pemblayaan Desa 
a. Penerimaan Pemblayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 
Sellsih Pemblayaan ( a - b) 

Rp ......................... .. 
Rp ......................... . 

Rp ........... ............. . 
Ro..,.,. ........ .......... . 
Rp . ...................... . 

Pasal 2 

Uraian leblh lanjut Anggaran Pendapatan dan 6elanja Desa sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 1 ten:antum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terplsahkan dari Peraturan Desa ini: 

PasalJ 

~ plran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: 
t~PBDesa; 
b. daftar penyertaan modal, Jika tersedia; c. daftar dana cadangan, Jika tersedia; dan 
d. daftar keglatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada. 

Pasal 4 

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 6elanja Desa 
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa. 

Pasal 5 

(J) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darura~ dan 
mendesak. 

(4) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran Jenis belanja tldak 
terduga. 

(5) Pemerlntah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang 
belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang 

,, perubahan APB Oesa. 
(6) Kegiatan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) harus memenuhi kliteria: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktMtas pemerintah Desa dan tldak dapat dipredlksl sebelumnya; 
b. Udak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. berada dlluar kendali dan pengaruh pemerlntah Oesa; 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh 

kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan 
e. berskala lokal Desa. 



Pasal 6 

Dalam hal terjadi: 
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berJalan; 
b. keadaanyang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek be!anja; dan 
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dllaksanal<.ln dalam 

tahun berjalan. 
kepala Desa dapat mendahulul perubahan APB 0esa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala 
Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPO. 

Pasal 7 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerlntahkan peogundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran 
Desa .•. .... (Nama Desa). 

Ditetapl<.ln dl •.......•....••....• 
pada tanggal .....•.••...........• 

KEPALA OESA .. (Nama Desa) 

tanda tangan 

NAMA 

Diundangl<.ln di ... 
pada tanggal ... 

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa), 

tanda tangan 

NAMA 

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ••. N0MOR .. 
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C.1. Fomiat Rancangan Peraturan KeRala Desa tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan BelanJa Desa. 

KEPALA DESA ..... (Nama Desa) 

KECAMATAN ....•... (Nama Kecamatan) 

KABUPATEN ........ (Nama Kabupaten) 

PERATURAN KEPALA DESA ... (Nama Desa) 
NOMOR •.• TAHUN ... 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PfNOAPATAN DAN BEi.ANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN ........ ........•.... 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA OESA ... (Nama Desa}, 

Menimbang bahwa sebagal pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa 
Nomor ....... Tahun ••..•• tentang Anggaran Pendap.,tan dan BelanjaDesa Tahun 

Menglngat 

Anggaran •.•.. , maka perlu menyusun Peraturan Kepala Cesa tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa •.... (Nama Desa) Tahun 
Anggaran •.•... ; 

1 ....... ; 
2 • ...... ; 
3 . ...... dan seterusnya; 

MEMUTIJSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPAIA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BEi.ANJA DESA .... TAHUN ANGGARAN ..... 

Pasall 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja oesa Tahun Anggaran 

...... terdiri dart: 
I. Pendapatan Desa 

a. Pendapatan Asll Desa 
b. Transfer 
c. Lain-lain Pendapatan yang sah 

Jumlah Pendapatan 
2. Belanja Desa 

a. Bldang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 
b. Bidang Pembangunan 

Rp ................ . 
Rp ................. . 
Rp ............... . .. 
Rp ................ .. 

Rp ......... ........ . 
Rp ................. . 
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c. Bidang Pembinaan Kemasyaral<atan Rp ............ ... .. . 
Rp ................. . d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

e. Bldang Penanggulangan Bencana, Darurat, 
dan Mendesak oesa Rp ........ ......... . 

Jumlah Belanja 
Surplus/(Defisit) 

3. Pcmbia,yaan Desa 
a. Penerimaan Pemblayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 

Rp ................ .. 
Rp ................. . 

Rp .................. . 
Rp ......... ........ .. 

Sclisib Pcm biaylllln ( a - b ) Rp ................. .. 

Pasal 2 

Uralan lebih lanjut PenJabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tak terplsahkan dari Peraturan Kepala Desa lni 

Pasal3 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang 
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dlsusun oleh Kepala Urusan dan 
Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran. 

Pasal 4 

Peraturan Kepala Desa lnl molal bertaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahul, memerfntahkan pengundangan 
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Serita Desa 
........ (Nama Desa) 

Ditctapkan di .. ............... .. . 
pada tanggal .. .................. . 
KEPALA OESA (Nama Desa) 

tanda tangan 

NAMA 

Oiundangkan di ... 
pada tanggal ... 
SEK.RETARIS DESA ... (Nama Desa), 

tanda tangan 

NAMA 

SERITA DESA ... (Nama Oesa) TAHUN ... NOMOR ... 
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D. ormat Panduan Evaluasi Ranca__JJgan Peraturan Desa tentang~ Desa 

PANDUAN EVALUASI 

RANCANGAN PERA TIJRAN DESA 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

A. bASAR PEM!KIRAN 
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud dart 

pengelolaan keuangan Desa yang dlbahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa 
dan Sadan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggung jawab 
untuk sebesar-besamya kemakmuran masyarakat oesa ditetapkan tlap tahun 
dengan Peraturan Desa. 

2. APB Desa dlsusun sesual kebutuhan dan kewenangan Desa yang berdasarkan asas 
transparan, akuntabel, partlsipatif, serta tertib dan disiplln anggaran. 

3. Bahwa berdasarkan Pcraturan Bupati inl, Rancangan Peraturan Desa tentang APB 
Desa harus dlevaluasl oleh camat. 

4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Bupati perlu mengeluarkan 
Panduan Evaluasi APB Desa sebagal acuan camat melakukan evaluasi Rancangan 
Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang 
Perubahan APB Oesa. 

!3. MAKSUD DAN TUJUAN 
Maksud dan tujuan panduan lni, yaitu: 
1. Maksud 

Panduan lni dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, 
keselarasan, keselmbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam 
membiayal Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang 
mengutamakan kepenlingan umum dan sesual dengan ketentuan peraturan 
perundangan. 

2. Tujuan Umum 
Panduan Inf bertuJuan untuk membefikan acuan kepada camat dalam rangka 
evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan 
Desa tentang Perubahan APB Desa, 

.4' C. SASARAN EVALUASi 
Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu: 
1. Diperoleh data dan informasl yang akan menjadl dasar untuk memberikan penilalan 

kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan 
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa 
tentang Perubahan APB Desa. 

2. Oiperoleh data dan lnformasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilalan 
kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan 
Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB 
Desa. 

p. RUANG UNGKUP EVALU S 
Ruang llngkup pelaksanaan Evaluasl, yaitu: 
1. Aspek administrasl yang meliputl ldentifikasi kelengkapan data dan informasi terkalt 

dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desatentang APB 
Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa; 
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2. Aspek legalltas yang mellputl ldentiflkasl peraturan-peraturan yang melandasi 
penyusunan Rancangan Peraturan Desa dlmaksud; 

3. Aspek keblJakan yang mellputi ldentlflkasl konslstensl substansl dan materi dengan 
RPJM Desa dan RKP Desa; dan 

4. Aspek substansl anggaran dalam struktur APB Desa yang mellputi pendapatan, 
belanja dan pemblayaan. 

I:. EVALUASI 
1. Perslapan Evaluasi. 

a. Langkah·langkah yang periu dllakukan dalam pelaksanaan perslapan evaluasl, 
yaitu: 
1) Camat membentuk nm Evaluasl Rancangan Peraturan Desa tentang APB 

Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, yang 
terdlri dart: 
a) Ketua 

b) Sekretaris 
c) Anggota 

Camat 
Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Unsur pemerlntah kecamatan dan UPT 
Kecamatan terkalt 

2) Anggota n m Evaluasl dlmaksud adalah peJabat atau staf yang memillki 
kompetensl sesual bldangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi 
Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dam Rancangan Peraturan 
Desa tentang Perubahan APB Desa 

3) Segala blaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasl dalam melaksanakan 
tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kabupaten. 

b. Dokumen Evaluasi 

1) Dokumen Utama 
a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah di.sepakati 

bersama BPD; dan/atau 
b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubaham APB Desa yang telah 

disepakatl bersama BPD. 

2) Dokumen Penunjang (alat verifikasl) 
a) Disampalkan oleh Desa 

Keputusan Musyawarah BPD Pembahas:an dan Penyepakatan 
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasl 
Rancangan Perdes tentang APB Desa), berita acara hasll 
musyawarah; atau 
Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan 
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untuk 
evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa); 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Oesa (RPJM Desa). 
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Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun ber1<enaan. 

· Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dana 
cadangan, Perdes tentang pendlrlan BUMDesa, hasil anallsa 
kelayakan penyertaan modal BUMDes, dll) 

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasl 
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

• Perbup tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak 
asal•usul dan lokal berskal desa. 

· Perdes tentang Penetapan Daftar kewenangan berdasarkan hak asal• 
usul dan lokaJ berskal clesa. 

· Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa. 
- Peraturan Bupati tentang Dana Desa. 

Peraturan Bupati tentang Alokasl Dana Desa. 
Peraturan Bupatl tentang Bagi Hasll Pajak dan Retribusi Daerah. 

• PeratuPran Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten/Kota yang 
didalamnya mengatur Standar Harga di Desa 

• Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

2. Pelaksaan Evaluasl. 
Proses evaluasi d11aksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu: a. 
Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasl admlnlstrasl dan legalitas. 
a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas. 

1) Evaluasi administrasi dan legalltas menelitl beberapa hal sebagai 
berikut: 
a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi; 
b) Kepatuhan atas penyajlan lnformasi dalam Rancangan peraturan 

yang akan dievaluasi; 
c) Kepatuhan atas penyajian informasl dalam Rancangan peraturan 

yang akan dlevatuasi; 
d) Kesesualan Rancangan peraturan yang akan dlevaluasi dengan 

teknis penyusunan peraturan Desa; 
2) Langkah·langkah Evaluasi: 

a) Langkah 1 Pengumpulan dokumen evaluasi. 

b) Langkah 2 Pencatatan nomor1 tanggal dan 
kelengkapan lampl'ran semua dokumen; 

c) Langkah 3 Penelitian dan penganalisian nomor, 
tanggal dan kelengkapan lampiran semua 
dokumen; 
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d) Langkah 

e} Langkah 
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4 Pembandingan tanggal penyampalan 
semua dokumen dengan ketentuan yang 
berlaku tentang batas waktu penyampaian 
dokumeni 

5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasll 
langkah 1 s/d 4. 

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tldak terpenuhl sesual 
ketentuan, lim Evaluasl meminta kepada Pemerlntah Desa untuk 
melengkaplnya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah 
dokumen diterima secara lengkap. 

b. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB Desa. 
Langkah·langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, 
terlumplr. 

3. Hasil Evaluasl. 
Setelah selesal melaksanakan evaluasl Rancangan Peraturan Desa tentang APB 
Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa, lim 
Evaluasl menyusun laporan hast! evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan 
camat. 
Laporan hasil evaluasi dlmaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis 
temadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan 
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan ballk kepada 
pemerlntah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan temadap 
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa 
tentang Perubahan ABDesa. Laporan hasll evaluasi (LHE} tersebut secara garis 
besar menyajikan informasl mengenai: 
(a} evaluasi atas slstem APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan 
{b} evaluasl atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa. 

Laporan hasll evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan 
Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa dldistrlbusikan kepada : 
a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten. 
b. l nspektorat Daerah Kabupaten. 
c. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
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E.1. Fonnat Peraturan Oesa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
~ jaOesa 

Menlmbang 

Mengingat 

KEPAlA DESA ""' (Nama Desa) 

KECAMATAN ........ (Nama Kecamatan) 

KABUPATEN """""" (Nama Kabupaten) 

PERATURAN DESA ... (Nama Desa) 
NOMOR .. , TAHUN ... 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEl.A'NJA DESA 
TAHUN ANGGAAAN .... 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPAlA DESA (Nama Desa), 

a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesual 
dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja oesa, karena adanya perubahan 
pendapatan, belanja dan pembiayaan, pertu dilakukan perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .. ... 

b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana d,maksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 
Anggaran .. . ,; 

1 . ..... ; 
2 ...... ; 
3 ...... dan seterusnya; 

Dengan Kesepakatan Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA - · (Nama Desa) 

dan 
KEPALA DESA "' (Nama Desa) 

MEMlffiJSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ....... TAHUN ANGGARAN ... 



\~ 

·33· 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... semua 

berjumlah Rp. ..... .... ......... ( ............................. ......... ); bertambah / 

berkurang seJumlah Rp. . ..............•. ( .................... ) sehingga Rp. 

.......................... ( ............................................ ) dengan rlncian sebagal 

berikut : 

1 eendapatarr..Desa 
a. semula 
b. bertambah/(berkurang) 
Jumlah pendapatan setelah perubahan 

i BelanJa Desa 
a. semula 
b. bertambah/(berkurang) 
Jumlah belanja setelah perubahan 
Surplus/(Defisit) setelah perubahan 

a. ~ mbi~aan Desa 
3.1. Penerimaan Pembiayaan 

a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 
Jumlah penerimaan setelah perubahan 

3.2. Pengeluaran Pemblayaan 
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Rp .......... ...•..... 
Rp ................ . . 
Rp .............•... 

Rp ................. . 
Rp ................. . 
Rp .............. . 
Rp ....•.....•.....•. 

Rp ................ ..• 
Rp ................ . 
Rp ................. . 

Rp ................. . . 
Rp ..................• 

Selisih Pembiayaan setelah perubahan( a - b ) Rp ..........•.... 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagalmana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan baglan tak terpisahkan darl Peraturan Desa ini. 

Pasal3 

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjaba1on 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan 
operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa. 
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Pasal 4 

Peraturan Desa lnl mulai bertaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahul, memertntahkan pengundangan Peraturan 
Desa lnl dalam Lembaran Desa ... (nama Desa). 

Diundangkan di ... 
pada tanggal ... 

SEl<RETARIS DESA ... (Nama Desa), 

tanda tangan 

NAMA 

Dltetapkan di .............. .... .. 
pada tanggal ................... .. 

Kf PALA DESA (Nama Desa) 

tanda tangan 

NAMA 

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ... 
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F.1. Format Peraturan Desa tentang Peraturan Kei:iala Desa 
tentang PenJabar 

KEPAIA OESA ..... (Nama Oesa) 

KECAMATAN ........ (Nama Kecamatan) 

KABUPATEN ... ..... (Nama Kabupaa) 

PERATURAN KEPALA DESA ... (Nama Desa) 

NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGAAAN PENOAPATAN DAN 
BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN .................... . 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPAIA OESA ... (Nama Oesa), 

Menimbang : bahwa sebagal pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Nomor ....... Tahun 

Mengingat 

...... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran ..... , maka pertu menytJSun Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oesa 
..................... (Nama Desa) Tahun Anggaran ...... ; 

: 1. .. ... ; 
2 . .... . ; 
3 ...... dan seterusoya; 

MEMUTUSl<AN: 

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABAAAN 
PERUBAHAN ANGGARAN PENOAPATAN DAN BELANJA 
DESA ......... (Nama De;a) TAHUN ANGGARAN ...... .. 
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Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dafl Belanja Desa Tahun Anggaran 
..... semula berjumlah Rp . ....... , - ( ................ ), bertlmbah / b!Jkurangn sej1111lah Rp • 
........... -•. -.. ( . ___ ......... .......................... ) sel'o19gan meijadil Rp ................................. ( 
............. ·--· .. ··· ·-· ........ ) dengan periflcian seba<}ai berlkut : 

1. Pendapatan Desa' 
1. 1. Pendapatan Asli Desa 

a. Sernula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Jumlah PADesa se~lah perubahan 

J .2 Transfer 

a. Semula 

b. Bertambah/{berkurang) 
Jumlah pendapatafl transfer setelah 
Perubahan 

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah 
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah 
setelah perubahan 

Jumlah Pendapatan setelah perubahan 

. Belanj~ 
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerlntah Desa 

a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Jumlah setelah perubahan 
2.2. Bldang Pembangunan 

a. Semufa 
b. Bertambah/(berkurang) 

Jumlah setelah perubahan 
2.3. Bidang Pemblnaan Kemasyarakatan 

a. Semula 
b. Bertambah/{berkurang) 

Jumlah setelah perubahan 
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Jumlah setelah perubahan 

Rp ............. ... .. 
Rp ................. . 

Rp ................. . 

Rp ................ .. 

Rp ............ .... .. 

Rp ............... .. . 

Rp .... ............ .. 
Rp .......... ...... .. 

Rp ................ .. 
Rp ................. . 

Rp ................ .. 
Rp ................ . 
Rp ............ .... .. 

Rp ................. . 
Rp ................ . 
Rp ................. . 

Rp ................ .. 
Rp ............... .. 
Rp ................. . 

Rp ................. . 
Rp ............... .. 
Rp ................. . 
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2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, 
Keadaan Darurat, clan Mendesak Desa 
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Jumlah setelah perubahan 
Jumlah Belanja setelah perubahan 
Surplus/(Defislt) setelah perubahan 

• Pembli!)'aan Desa 
3.1. Penerimaan Pemblayaan 

a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Jumlah setelah perubahan 
3.2. Pengeluaran Pembiayaan 

a. Semula 
b. Bertambah/(berlwrang) 

Jumlah setelah perubahan 
Sellslh Pemblayaan setelah perubahan 

Pasal 2 

Rp ................. . 
Rp ................ . 

Rp ............. .... . 
Rp ................ .. 
Rp ................. . 

Rp ......... ........ . 
Rp ................ . 
Rp .............. ... . 

Rp ................. . 
Rp ............... .. 
Rp ................. . 
Rp ................ .. 

Uraian leblh lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
BelanJa Desa sebagalmana dlmaksud Pasal 1 tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan darl Peraturan 
Kepala Desa ini. 

Pasal 3 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam 
Peraturan inl dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan 
Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan 
Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran. 

Pasal 4 

Peraturan Kepala Desa ini mulai ber1aku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat 
pengundangan Peraturan Kepala 
dalam Berita Desa .. (Nama Desa) 

mengetahui,memerintahkan 
Desa lnl dengan penempatannya 



Diundangkan di ... 
pada tanggal ... 

SEKRETARlS DESA ... (Nama Desa), 

tanda tangan 

NAMA 

~ SERITA DESA ... (Nama Oesa) TAHUN ... NOMOR ... 

• 

Dltetapkan di ............. ...... . 
pad a tanggal ................... .. 

KEPALA DESA (Nama Oesa) 

tanda tangan 

NAMA 
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5. Format Laporan Pertanggungjawaban Reallasl APB Desa 
S. l. Peraturan Desa Ten tang La~oran PertanggungJawaban Realiasi 

APBDeSc! 

Menlmbang 

Menglngat 

Menetapkan 

KEPAI.A DESA ..... (Nama Desa) 
KEC/\MATAN ....... (Narna Kecarnatan) 

KABUPATEN ........ (Nama Kabupaten) 

PERATURAN DESA ... (Nama Desa) 
NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG 

l.APORAN PERTANGGUNJAWASAN REALISASI 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN .... 

DENGAN RAH MAT TUl1AN YANG MAHA ESA 
KEPAI.A DESA (Nama Desa), 

a. bahwa Anggaran Pendapatan clan Belanja Desa sebagai wuju<l dari 
pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan 
bertanggung jawab untuk sebesar-besamya kemakmuran masyarakat 
Desa; 

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran termuat dalam Peraturan Desa tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .... yang 
disused sesua dengan kebutuhan penyelenggaraan ll"merin@han Desa 
berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, ber1ceadilan, berkelanjutan, 

be,wawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan 
landasan kuat dalam melaksanakann pemerintahan dan pembangunan 
menuju masyarakat yang adll, makmur, dan sejahtera; 

c. bahwa berdasar1can pertimbangan sebagaimana dlmaksud 
dalam hunl a dan huruf b, pertu menetapkan Peraturan Desa tentang 
Laporan Pertanggungjawaban Realiasasi Anggaran Peodapa@n dan 
Belanja Desa Tahun Anggaran .... ; 

1 ...... ; 
2 . ..... ; 
3 ....... dan seterusnya; 

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN OESA ... (Nama Oesa) 
dan 

KEPALA OESA ......... (Nama Desa) 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 
REAUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA OESA ....... 
T AHUN ANGGARAN ..... 
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Pasal I 

Anggaran Pendapatan dan Belanja oesa Tahun Anggaran 
...... dengan perindan sebagai berikut: 

1. Pendapatan Desa I Rp, 1 ··""'"" ' ""' ""'"''' 

2. Belanja Desa 
a. Bidang Penyelenggaraan Rp ............ 

Pemerintahan Desa 

b. Bidang Pembanguan Desa Rp ............ 

c. Bidang Pembinaan Rp ............ 

Kemasyarakatan Desa 
d. Bidang Pemberdayaan Rp ............ 

Masyarakat Desa 

e. Bidang Penanggulangan Rp ............ 

Bencana/Darurat dan 
Mendesak Desa 

Jumlah Desa Rp ............ 

Surplus/Defisit Rp ............ 

3. Pembiayaan Desa 
a. Penerlmaan pembiayaan Rp ............ 

b. Pengeluaraan pembiayaan Rp ............ 

Sellsihh Pembiayaan (a-b) Rp . ........... 

• Pembiayaan oesa 
a. Penerimaan Pemblayaan Rp . ....................... . 
b. Pengeluaran Pemblayaan 
Selisih Pemblayaan ( a - b } 

Rp . ...................... .. 

Rp . .................. ... .. 

Pasal 2 

Uralan leblh lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa sebagaimana dimakSud pasal I, tercantum dalam lampiran 
Peraturan oesa inl yang terdlri darl : : 
a. LSmpiran I : Laporan Keuangan 
b. Lamplran II : Laporan Realisasi Keglatan Priode 01 
Januarl - 31 Desember tahun anggaran ... 
c. Lamplran m : Daftar program sektoral, pr,ogram daerah dan ccogram 

lalnnya yang masuk ke Desa. 

Pasal 3 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang 
tidak te,pisahkan dart Peraturan Oesa; 

Pasal 4 

Peraturan oesa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setlap orang dapat mengetahul, memerfntahkan pengundangan 
Peraturan Desa lnl dalam Lembaran Oesa.dan Betita Desa oleh Sekretarls 
Desa 



 

,. 

Diundangkan di ... 
pada tanggal ... 

SEKRETARIS DESA ... {Nama Desa), 

tanda tangan 

NAMA 

-80· 

Ditetapkan di .................. .. 
pada tanggal .................... . 

KEPALA OESA .. (Nama Desa) 

tanda tangan 

NAMA 

LEMBARAN DESA ' ' (Nama Desa) TAHUN " ' NOMOR "' 


